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! | TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2013

[ JUp——

DENQAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

. Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan
kegiatan APBD di Kabupaten Pacitan yang berkesinambungan,
efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka perlu adanya
Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3833);

. . 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
' Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

S Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

o | Nomor 4844);

B, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3956);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 4578);
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

T IR T

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.

‘Bupati adalah Bupatl Pacitan.

Satuan Kerja Pcrangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan yang mcnggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pcmegang
kewenangan penggunaan anggaran SKPD.

Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA adalah pe_]abat yang
ditetapkan oleh Bupat1 untuk menggunakan APBD.

. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan pcnggtmaan

Barang dan/atau Jasa milik Daerah di masing-masing SKPD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang
memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan :oleh
PA/KPA yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Unit Layanan Pcngadaan Kabupaten Pacitan selanjutnya disebut ULP adalah
unit organisasi pcmcnntah yang dibentuk oleh Bupati, berfungsi melaksanakan

~ pengadaan barang / _]asa

10

11.
12,
13.
14.

15.

.'Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan selan_]utnya disebut Pokja ULP adalab

tim yang terdiri dari pegawai negeri bersertifikat keahlian pengadaan
barang/jasa pcmcrintah yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia
barang/jasa di ULP. :

Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat Keahlian Pcngadaan
Barang/Jasa yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pcngadaan
Langsung di SKPD. !

Panitia / Pejabat - Pcncrima Hasil Pckcxjaan adalah panitia/pcjabat yang
ditetapkan oleh PA/ KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan. -

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi yang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui
audit, reviu, evaluasi, pcmantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang dalam hal ini menjadi
kewenangan Inspektorat Kabupaten Pacitan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang / Jasa oleh
SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
disclesaikannya sclul;'uh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan yang selanjutnya
disebut LPSE adalah wunit kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan Pcngadaan Barang/Jasa secara clcktronlk
di Kabupaten Pacitan. -
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16.

Pengadaan secarai elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan
Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan
transaksi elektromk melalui LPSE sesuai dengan ketentuan perundang-

" undangan.

17,

18,

19,

20,

21.

22,

23.

24,

- 25,

Penyedia Barang/Jésa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya,

Barang adalah setlap benda baik yang berwujud maupun tidak berwu;ud
bergerak maupun ;tldak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstrukjsi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu di berbagal bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
[bramware] gl

Jasa Lamnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan ketrampilan {skilliware) dalam suatu sistem tata kelola yang
telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau
segala pekerjaan dan/ atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi,
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dlkexjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai
penanggung jawabi anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok
masyarakat. i _
Pakta Integntas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah
dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan
Barang/Jasa. b .

Sertifikat Keahlian 'Pengadaan Barang / Jasa adalah tanda bukti pengakuan
dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan
Barang/Jasa

Lembaga Kebgakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas
mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa,

i

BAB II
PETUNJUK PELAKSANAAN

BT Y

Pasal 2

{
H
}
14
i

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2013 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan

ini.
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BAB III
i  KBTENTUAN PENUTUP
g Pasal 3

i
‘.

B

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diimdangkan.

Agar setiap orang mé:ngctahuimra, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

!
5 Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 24 - {2 - 2012
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
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PENDAHULUAN
Demi terseleilggamnya Pengelolaan = dan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan éelanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan Tahun 2013
dengan leblh tertib, terarah, terpadu dan berkelanjutan sesuai Visi
dan Misi yang telah ditetapkan, maka dalam usaha untuk
memak31ma1kan tercapainya hasil pembangunan dlperlukgn |
Pedoman Peléksanaan bagi SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten
Pacitan. Dengan disussmnya Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan
dapat menjamm ‘keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggarar}, pelaksanaan dan pengawasan, baik dari segi
administrasi,-i fisik, keuangan dan fungsional, sehingga APBD yang
merupakan iinstrumen dalam rangka pelayanan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

PRINSIP DAS%AR

Pelaksanaan% APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2013 diupayakan

memperhatikjan prinsip — prinsip sebagai berikut :

1. Efisien, b;érarti pengelolaan kegiatan diupayakan menggunakén
dana, daéa dan waktu yang terbatas untuk mencapai keluaran
yang ditet}-_lpkan secara optimal.

2. Efektifi, lgaerarti pengelolaan kegiatan harus sesuai dengan
kebutuhail yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya

3. Transparan berarti . pengelolaan kegiatan harus terbuka, yang
memunglgnkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan
informasi :seluas—luasnya tentang pengelolaan kegiatan

4. Adil, berarti pengelolaan kegiatan harus memberikan perlakuén
yang prc{:-porsional dan seimbang sesuai kewenangan dan
pendanaannya -

5. Akuntabel berarti pengelolaan kegiatan harus dilakukan sesuai
dengan tanggung;awab kewajiban dan kewenangan untuk

: mencapal sasaran baik fisik, keuangan ‘maupun manfaat demi

&

kelancaran pelaksanaan pembangunan

[

n e g g s 1y



(41

U

;
C. RUANG LINGKUP

Ruang hngkup Peraturan Bupati ini meliputi: _

1. Pelaksanefan kegiatan di SKPD lingkup pemerintah Kabupaten
Pacitan yfang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
APBD Kalr;upaten.

2. Pelaksana:an kegiatan yang dananya bersumber dari APBD
Kabupate;n sebagaimana dimaksud pada angka (1), mencakup
pelaksanafan kegiatan yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari bantuan / hibah dalam negeri yang diterima oleh
Pemerintajh Kabupaten Pacitan (termasuk DAK dan Dana bantuan
lainnya yeing kegiatannya langsung ditangani SKPD)

3. Apabila tf;rdapat perbedaan antara Peraturan Bupati ini dengan
ketentuaﬁ petunjuk pelaksanaan kegiatan yang berlaku bagi
pemberi b;antuan / hibah, para pihak dapat menyepakati tata céra

pelaksanaan Kegiatan yang akan dipergunakan.

D. PEMBINAANj
Agar pelak:s,anaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana dengan
tujuan dan ::i'.asaran yang diharapkan, maka dibentuk Tim Pembina
Pelaksanaanf Kegiatan APBD yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati, beriugas mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan
sampai dengém penyerahan aset kegiatan.
1. Prinsip P;:mbinaan
a. Pembiﬂaan terhadap pengelolaan dana belanja daerah meliputi
kegiatein membantu, mengkoordinasikan, memantau dan
menge;raluasi pengelolaan dan pelaksanaan Kkegiatan
pembaimgunan agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dapat tiercapai.
b. Sasaran pembinaan meliputi :
- Terlaitsananya mekanisme pengelolaan dana belanja daerah
di K:abupaten Pacitan secara lancar yang mencakup
perehcanaan, penyaluran/pencairan dana, pelaksanaan,
peng:tawasan dan pelaporan sesuai norma, prinsip-prinsip dan

pedofnan yang ditetapkan
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- Terarah pemanfaatan pada tujuan dan sasaran yang
diharapkan.

2. Tugas dan fungsi Tim Pembina :

4.

a. Melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran Kkegiatan
APBD I:{abupaten Pacitan;

b. Mengol:ah data dan informasi pelaksanaan kegiatan APBD di
Kabup%lten Pacitan;

C. Melaksjanakan pengawasan,. monitoring, evaluasi, dan
pcngenidalian pelaksanaan kegiatan;

d. Menerbitkan publikasi-publikasi yang diperlukan dalam
rangka: diseminasi kebijakan pengelolaan kegiatan APBD
kepad% seluruh aparatur terkait di Kabupaten Pacitan.

Tujuan Pembinaan :

a. Untuk!mengetahui kemajuan dan permasalahan pelaksanaan
keglatan yang berorientasi pada pemecahan masalah secara
" lintas s_ektoral.

b. Untuk%mengetahui kinerja pelaksanaan pengelolaan kegiatan
APBD gsebagai masukan bagi penyempurnaan pelaksanaan
kegiata?n dan penyusunan kebijakan tahun yang akan datang.

Organisa!si Tim Pembina

Dalam p:elaksanaan sehari-hari Tim Pembina Pelaksanaan

Kegiatan EAPBD Kabupaten Pacitan di koordinasikan oleh

Sekretaris Daerah dengan anggota dan tugas masing-masing

sebagai bt%rikut :

a. Badant Perencanaan Pembangunan  Daerah  dan
Penan?zman Modal Kabupaten Pacitan, melakukan
pembiﬁaan dan koordinasi pengelolaan aspek perencanaan
dalam% rl'angka memadukan perencanaan pembangunan
nasion‘:ﬂ dengan pembangunan daerah serta melakukan audit
perencémaan pembangunan Kabupaten Pacitan setiap tahﬁn
anggaran berakhir,

b Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten

Pacitan, melakukan pembinaan dan koordinasi pengelolaan
f

aspek administrasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan

kegiatan di Kabupaten Pacitan.
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c. Dinas j Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pacitan, melakukan pembinaan dan
koordir;asi pengelolaan aspek administrasi keuangan dan aset
hasil pélaksanaan kegiatan di Kabupaten Pacitan.

d. Bagim; Hukum Setda Kabupaten Pacitan, melakukan
pembixiaan dan koordinasi pengelolaan aspek hukum dan
perund?ang-undangan kegiatan di Kabupaten Pacitan.

e. Inspekitorat Kabupaten Pacitan, melakukan pembinaan dan
koordix:aasi aspek pengawasan kegiatan di Kabupaten Pacitan,

f. Dinasgctpta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan serta
Dinas ‘Bina Marga dan Pengairan, melakukan pembinaan
dan ko_‘ordinasi aspek teknis kegiatan di bidang pembangunan
fisik kc;nstruksi di Kabupaten Pacitan.

g. Dinas 3/ Badan / Kantor / Bagian di linglmp Pemerintah
Kabupfaten Pacitan melakukan koordinasi pengelolaan dalam
aspek iteknis pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Pacitan
sesual :dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

h. Camat; dan Kepala Desa / Lurah melakukan pengawasan
secaraf; melekat terhadap pelaksanaan kegiatan di wilayah
masiné-masing, dan berkoordinasi dengan SKPD pengelola
kegiaté:n.

5. Sekretariat Tim Pembina

Untuk rx;endukung tugas-tugas Tim Pembina Pcngclolaan

Kegiatan | ? Belanja Daerah Kabupaten Pacitan di bentuk

Sekretar:at Tim Pembina dengan Keputusan Bupati, dengan tugas

dan fungs: sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi pelaporan seluruh kegiatan APBD
Kabupaten Pacitan;

b. Mengoiah data dan informasi pelaksanaan kegatan APBD di
Kabu;iaten Pacttan;

c. Mcncxf'bitkan publikasi-publikasi yang diperlukan
dalam% rangka diseminast kebijakan pengelolaan kegiatan
APBD kepada SKPD terkait;
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6. Kegiatan Pembinaan -

a. Monitoring
Monitoring bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan

pennasailahan pelaksanaan kegiatan dan berorientasi pada

pemecal}an masalah secara lintas sektoral :

1). Peléksanaan monitoring dan evaluasi Tim Pembina
pelz::lksanaan kegiatan APBD dikocrdinasikan oleh Bagian
Adxfninistrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan; -

2). Materi monitoring meliputi aspek perencanaan, penyaluran
/pe;ncairan dana, pelaksanaan, pengawasan dan

| pel%lporan;

3). Mo;nitoring dilakukan dengan meninjau langsung ke
lapangan [ lokasi kegiatan secara terpadu; '

4). Hajsil-hasil yang di dapat dari kegiatan monitoring dan
eva:luasi dilaporkan kepada Bupati Pacitan.

b. Evaluasi

Evalua:si bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan

pengelc;)laan kegiatan APBD sebagai masukan bagi

penyerr:lpumaan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan

kebijakan tahun yang akan datang;

‘
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- BAB1II

PE SIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- m L A U b M kg T

A. TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN UMUM KEGIATAN
1. Pengguna Anggaran (PA) dengan mempertimbangkan kebutuhan

prioritas keglatan serta memperhitungkan kuantitas/kualitas dan

harga, yang dépat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan :

~a).

b).

Penyelesa!ian kegiatan untuk Tahun Anggaran berikutnya atau
Tahun Aﬁggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada
Tahun Anégaran yang berjalan. ‘
Mengindelfltifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan dalam
pelaksanahn kegiatan dengan tetap memperhatikan skala priorit?m
kebutuhai;. Untuk pekerjaan konstruksi harus
mempertimbangkan jenis pekerjaan, lokasi dan kualitas bahan
yang dlgunakan

Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk
pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan efisiensi dan
efektifitasz kegiatan dan tetap mengedepankan asas kepamtjan'
dengan térlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang
telah ada / dimiliki / dikuasai, untuk memperoleh kebutuhan ril.

2. Rencana umum pengadaan dikoordinasikan Bagian Administrasi

PembangunanQdan diumumkan melalui Website www. Pacitankab.
go.id dan LPSE Pacitan Kab.

i
i

® B. TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA ;

1. Tata cara penetapan pemaketan pekerjaan;

Dalam mcnetapkan pemaketan pekerjaan, Pengguna Anggaran (PA)

wajib memperhatlkan ketentuan sebagai berikut :

al.

b).

Memakmmalkan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan
bagi usaha kecﬂ

Nilai paket,_sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus jutai rupiah} diperuntukkan bagi usaha kecil, kecuali
menuntut kompetcnsi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha

Kecil. !

. Menetapkax_l: sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil.

t
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Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang

tersebar digbebcrapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan

dan tingkai efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi
!

masing-masing.

. Dilarang m;anyatukan/ menggabungkan beberapa paket pengadaan

yang menufut sifat dan jenisnya bisa dipisahkan dan/atau besaran
nilainya seharusnya dllakukan oleh usaha kecil.

Dilarang memecah pengadaan menjadi beberapa paket dengan
maksud un!tuk menghindari pelelangan. _
Dilarang }nenentukan kriteria, persyaratan atau prosedur
pcngadaan "yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang
tidak obyektif. |

Tata cara pelaksaaaan pengadaan barang/jasa;

Pengguna Anggaran menetapkan tata cara pengadaan dengan

t
memperhatikan tugas pokok dan fungsi SKPD dan sifat kegiatan yang

akan dilaksangkan :

1).

2).

Melalui Swz;lkclola adalah pelaksanaan pengadan barang/jasa yahg
dircncanak;n, diawasi dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai
pénanggunéjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau
kelompok r:nasyarakat pelaksana swakelola dengan menggunakan
tenaga sendm dan/atau tenaga dari luar,

Melalui- permhhan penyedla Barang/Jasa baik sebagai badan usaha-

maupun perorangan

Tata cara pcnyusunan organisasi pengadaan;

1).

2).

Orgamsasn pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalui
penyedia Barang/Jasa terdiri dari:

a) PA/KPA |

b)PPK |
c) ULP/ Peja_ibat pengadaan

d) Panitia/ P;’ejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Organisasi pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola terdiri atas:
a) PA/KPA ;

b) PPK
c) ULP/ Peja'}bat Pengadaan/Tim Pengadaan

i

d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

if --
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4. Tata cara pen}usunan Kerangka Acuan Kerja (KAK])
1}). Tujuan disg_usunnya kerangka acuan (KAK)
Kerangka;g Acuan Kerja (KAK) merupakan penjabaran detail
mengenaié arah, standar, pedomam pelaksanaan kegiatan,
.sehingga =g:lerlgarl tersusunnya KAK akan diketahui sejauh mana
sasaran I::egiatan keluaran yang hendak dicapai oleh suatu
kegiatan, KAK paling sedikit memuat : |
1). Uraian lingkup kegiatan;
- Latar bellakang
- Maksud élan tujuan
- Sumber f:endanaan
- Hal-hal lain yang diperlukan
2). Waktu pel:—:\ksanaan;
- Jangka ;vaktu pelaksanaan pekerjaan.
- Batas al%hir efektif tahun anggaran.
3). Spesiﬁkas'i teknis Barang/Jasa; dan
- Menguréikan spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan

kebutuh:'m yang telah direncanakan.

Menjelaskan syarat dan tata cara pengujlan bahan/barang

tertentu

Mencantpmkan syarat kinerja produk yang diinginkan.
- Gambar-gambar atau brosur
- Penggun:élan Standar Nasional Indonesia (SNI )
4). Perkiraan Biaya pekerjaan.
- Nilai pa;gu anggaran.
- Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
C. PENGGUNAAN ANGGARAN
Untuk menetapk:'—m batasan penggitnaan anggaran, PA memperhatikan
kebijakan umumi pelaksanaan APBD Kabupaten Pacitan dan porsi
Penggunaan angga;ran.
1. Kebijakan umtim penggunaan anggaran kegiatan :
Alokasi APBD Kabupaten Pacitan digunakan untuk membiayai berbagal
kegiatan yang sesua: s:fatnya diatur sebagai berikut :

': @
!



a. Kegiatan yan!g bersifat strategis secara ekonomis, diupayakan dapat
memberi nile;i tambah dan/atau bermanfaat dalam pemenuhan
kebutuhan soéial dasar masyarakat.

b. Sesuai dengén skala prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan
sebagaimana ftertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

c. Mendukung t%:rcapainya tujuan Pembangunan secara Nasional.

2. Perencanaan e;nggaran :

Dalam menytilsun kebutuhan anggaran, Pengguna Anggargm

mempertirnbangkan antara lain :

a. Belanja pegav;rai,

b. Belanja bararig /jasa,

c. Belanja modai,

d. Target dan ouitput dari pelaksanaan kegiatan dimaksud.

°
D. PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
a, Kegiatan Fisik konstmksi

Kegiatan fisik k:ontruksi yaitu peketjaan-pekerjaan fisik dalam bentuk

konstruksi, yar;g sifatnya merupakan pekerjaan pembangunan bafu,

peningkatan [/ 3 perluasan, rehabilitasi, perbaikan sebagian atau
seluruhnya, rn'aupun perawatannya, maka dalam melaksanakan
kegiatan fisik kc;ntruksi, pengelolaan agar memperhatikan : :

1). Anggaran bie;lya fisik konstruksi adalah biaya yang diperlukan untuk

melaksanake:m pekerjaan dalam bentuk fisik konstruksi itu sendiri.

2). Biaya fisik l;onstruksi masuk dalam rekening belanja modal yang

. didalamnya Etermasuk juga biaya Perencanaan dan Pengawasan

Teknis (P2'I'); serta biaya pengelolaan kegiatan (PK)

3). Biaya fisik konstruksi digunakan sebagai acuan dalam penysunan
Rencana Anégaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

4). Anggaran kiegiatan selain memperhitungkan biaya fisik konstruksi
itu sendiri, barus tetap mengalokasikan anggaran yang diperlukan
untuk biayél - biaya penunjang lainnya yaitu biaya untuk
pengelolaan ;kegiatan (PK) serta biaya perencanaan dan pengawasan
teknis (P2T).’

i



a. Bangunar; konstruksi sederhana
Bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan
karakter §ederhana, serta memiliki kompleksitas dan teknologi
sederhana{. Masa penjaminan kegagalan bangunan adalah selama
10 tahun.g Yang termasuk Klasifikasi bangunan sederhana antara

lain : ;

1). Gedurig kantor yang sudah ada desain prototipenya atau
bangul:am gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 2
lantai iciengan luas sampai dengan 500 m?;

2). Bangﬁnan rumah dinas yang tidak bertingkat

3). Gedurig layanan kesehatan; puskesmas

4). Gedun;g pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan
.jumla}; lantai sampai dengan 2 lantai

b. Bangunar; konstruksi tidak sederhana

Bangunari: tidak sederhana adalah bangunan gedung negara
dengan k;arakter tidak sederhana, serta memiliki kompleksitas
dan/atau:teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan
bangunaﬁnya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh)
tahun.Yar;g termasuk klasifikasi bangunan tidak sederhana antara
lain :

1). Geduflg kantor yang belum ada desain prototipenya atau
bangu‘_'am gedung kantor dengan luas diatas 500 m?, gedung
kantor bertingkat lebih dari 2 lantai;

2). Bangtinan rumah dinas yang bertingkat lebih dari dua lantai,
rumahE negara yang berbentuk rumah susun;

3). Gedung rumah sakit

4). Gedung pendidikan tingkat Universitas/Akademis, atau gedung
pendldlkan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2;

Komponen ‘penggunaan anggaran untuk bangunan konstruksi tidak
sederhana imeliputi :

1). Biaya léonstmksi;

2). Biaya pferencanaan konstruksi;

3). Manaje}nen konstruksi;

4). Biaya ;:;engawasan konstruksi;

5). Biaya plengelolaan kegiatan;

P
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Untuk jenis-jenis konstruksi sederhana lainnya seperti : Jalan,
Jembatani Bangunan-bangunan konstruksi air, Saluran drainajse,
Tower d'.iln bangunan Kkonstruksi lainnya prosi anggaran
ditetapkar;} berdasarkan  Keputusan Bupati Pacitan Nomor:

188.45/400/KPTS/408.21/2012.

'
¢. Bangunan khusus
¥

Bangunari Khusus adalah bangunan gedung negara yang memiliki
_ penggunaén dan persyaratan khusus, yang dalam perencana‘an,
dan pelalésanaanya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.
Masa penjiaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling
singkat 16 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi bangurian
tidak sede%rhana antara lain ;
1) Istana INegara dan rumah jabatan presiden dan wakil presiden;
2) Wisma:negara; |
3) Gedung instalasi nuklir;
4) Gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan
penggi_inaan dan persyaratan khusus;
5) Gedunig laboratorium;
6) Gedun:g terminal udara/laut/darat;
7) Statiur; kereta api;
8) Stadiorfl olah raga;
9) Rumah tahanan;
10} Gudané benda berbahaya;
11) Geduné bersifat monumental; ‘_
12) Gedungi perwakilan negara R.I di luar negeri
Perhitungarj komponen biaya kegiatan untuk jenis pekerjaan
kontruksi iainya seperti jalan, jembatan, bangunan air atau
konstruksi ’fsejenis dilaksanakan dengan menggunakan perhitungan
pendekatari sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nofmor.45/M /2007 Tanggal 27 Desember 2007 tentang
pedoman teknis pembangunan gedung Negara KeputusanBupati
Pacitan N01!'nor : 188.45/400/KPTS/408.21/2012. Tentang standar
biaya. E
Adapun daiam menetapkan klasifikasi komponen biaya kegiatan

Pengguna Anggaran wajib mempertimbangkan tingkat kesulitan

%
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dan situasi di lapangan serta kewajaran biaya yang dapat
dipcrtanggll:mgjawabkan
b. Kegiatan fisik non konstruksi
Kegiatan Fisik Non Konstruksi yaitu kegiatan dalam bentuk pengadaan /
pembelian yang berupa barang, yaitu setiap benda baik berwujud
- maupun tidak I;serwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
dipcrdagangkani, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh

Pengguna Baralig. |

1. Anggaran keigiatan fisik non konstruksi adalah biaya yang diperlukan
untuk pengéldaan / pembelian barang yang masuk dalam rekening
belanja modél. '

2. Anggaran biélya yang masuk dalam belanja modal adalah pagu dana
pengadaan / pembelian barang yang digunakan sebagai acuan dalam
pembuatan :Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan
Sendiri (HPS).

3. Biaya Pengelc::olaan Kegiatan (PK) kegiatan fisik non konstruksi

digunakan uﬁtuk :
a). Belanja ;;cgawai digunakan untuk :
- Honora;ium pengelola kegiatan antara lain : KPA, PPK, PPTK,
Bcndahfara pengeluaran pembantu;
- chabat; pengadaan;
- Honorairium Panitia / pejabat penerima  hasil pekerjaan,
Panitia / Pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak, |
- Honora;ium Staf administrasi, dli).
b). Belanja:é barang / jasa digunakan untuk keperluan proses
pengadéan barang/jasa, survey, monitoring, evaluasi kegiatan,
a |
c). Pengelola kegiatan menyediakan biaya untuk proses
pcmilihim penyedia barang / jasa di Unit Layanan Pengadaan

antara lam :

Blaya untuk operasional pokja ULP

Blaya_ rapat koordinasi pokja ULP;

BiayaT penyusunan/pembuatan dokumen lelang;

Biaya lembur evaluasi penawaran;

Biayaf peijalanan pembuktian kualifikasi calon pemenang;

&
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- Biayr; ATK, biaya cetak, biaya penggandaan dokumen lelang
dan ciokumen hasil pemilihan penyedia barang /jasa, dll)
¢. Kegiatan Non F:isik
Kegiatan non ﬁs:ik adalah kegiatan yang keluarannya tidak menambah
modal _
1. Ruang lingkl;p Kegiatan Non Fisik antara lain:
- Pekerjaan-pékeljaan operasional rutin;
- AdminiStrasii perkantoran; -
- Pendidikan / pelatihan atau sosialisasi, workshop, bintek
- Pelaporan pcngendahan, dan evaluasi;
- Keglatan non fisik lainya;
2. Komponen blaya.
a). Belanja peigawai /honorarium pengelola kegiatan:
1) Dalan‘f kegiatan administrasi perkantoran dipergunakan untuk
. biaya honorarlum pengelola keuangan SKPD seperti PA, PPK
- SKPD, Bendahara Pengeluaran, Pengurus gaji, Pembuat Daftar _
| .Ga_]l / Juru bayar gaji, Pencatat Pembukuan, Pembuat_
. Dokumen, Penylmpan Barang, Pengurus barang, pejabat |
pengadaan, pe_]abat penerima hasﬂ pekerjaan, dll. _
2). Dalam keglatan selain keglatan administrasi perkantoran
dlpergunakan untuk honoranum pengelola kegiatan antara
- lain KPA - PPK, Bendahara pengeluaran pembantu, Pejabat -
' Pengac__laan, Panitia penenma hasil pekerjaan, Panitia peneliti
' pelaks;';inaan kontrak, panitié pelaksana kegiatan, nara
sumbefr, personil yang térgabung dalam kesekretariatan
lembaéa noh struktural staf administrasi, dll.
b) Belan_]a barang / jasa keglatan non fisik:
Digunakan untuk blaya — biaya keperluan pelaksanaan keglatan :
antara lain persmpan pelaksanaan kegiatan, operasional rutin SKPD,
survey, raﬁat proses pelelangan, monitoring, evaluasi, blaya
pembelian/ : penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan
keglatan yang bersangkutan.
(a). Untuk ‘keglatan Administrasi perkantoran dianggarkan biaya

i
operasional rutin. SKPD sesuai dengan tugas pokok dan

:
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(b).

{c).

(d).

{e).

fungsinjra dalam menjalankan rutinitas organisasi meliputi
pembelian, penyewaan, pemeliharaan bahan dan alat, dll

Biaya untuk penunjang pelaksanaan kegiatan non fisik mulai
dari pe'_nyusunan rencana umum pengadaan sampai dengan
penyelejsaian seluruh kegiatan {(biaya perjalanan, biaya survey,
biaya rapat, biaya ATK, biaya cetak, penggandaan, dll)

Jika ada pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan melalui
ULP, maka SKPD mengalokasikan biaya untuk operasional
pokja ULP (biaya rapat koordinasi pokja ULP, biaya lembur
untuk bembuatan dokumen lelang dan evaluasi penawaran,
biaya péxjalanan pembuktian kualifikasi calon pemenang, biaya
ATK, b{aya penggandaan dokumen lelang dan dokumen hasil
pemilihém penyedia barang /jasa, dll).

Jika daiam kegiatan non fisik ada paket pengadaan barang/jasa
harus tétap diproses sebagaimana aturan pengadaan.

Dalam.- penggunaan biaya-biaya maupun belanja sebagai
penunjang pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan
pemntﬁkan dan ketersediaan dana dengan mempertimbangkan

efisiensi dan efektifitas anggaran.

i

E. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS (P2T)

1) Kegiatan Perencanaan Teknis :

Perencanaan Teknis adalah kegiatan yang diperlukan untuk penyusunan

dokumen perencanaan, terdiri dari desain perencanaan/gambar,

hitungan teknis,; spesifikasi teknis dan analisa perhitungan biaya yang

disusun secara keahlian yang digunakan untuk acuan pelaksanaan

pekerjaan kontruksi fisik, Kegiatan Perencanaan teknis meliputi:

a).

b).

Persiapan  atau penyusunan Kkonsep perencanaan, seperti
mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan
tanah sederhana, membuat interpretasi secara garis besar terhadap
kerangka aéuan kerja (KAK), Program kerja perencanaan, Sketsa
gagasan, dén konsep perencanaan, sketsa gagasan, konsultasi-
konsultasi; :

Penyusunan- pra-rencana, seperti membuat rencana tapak, pra-

rencana konstruksi, prakiraan biaya, laporan perencanaan;



S) Pembayaranj biaya manajemen konstruksi didasarkan pada prestasi
kemajuan pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi di
lapangan, yéitu (maksimum) :

a) Tahap persiapan/pengadaan konsultan perencanaan S0%
b) Tahap review rencana teknis sampali dengan serah terima
dokumen perencanaan. 10%
¢) Tahap pelelangan pemborong 5%
d) Tahap konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan
prestasi pekerjaan kontruksi fisik lapangan s/d serah

terima kedua pekerjaaan. 80%



6). Mengawasi pelaksanaan anggaran;

7). Mc:hyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan
pcréturan perundang-undangan;

8). Mcr:lyclcsaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/
chébat Pengadaan, dalam hal terjadi pcrbcdaa'n pendapat;
da1:1

9). Mcilgawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh
Doicumcn Pengadaan Barang/Jasa.

b. Sclaint tugas pokok dan kewenangan dalam hal diperlukan, PA
dapat;f '
l].Mcr;ctapkan tim teknis; dan/atau
2).Mcr§ctapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan

rnc:lalui Sayembara/Kontes.

c. Atas _idasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau
rcntan;g kendali organisasi, PA mengusulkan 1 (satu) atau
bcbcrépa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

2. Kuasa Pcngguna Anggaran (KPA).

a. KPA adalah Pejabat yang dltctapkan oleh Kepala Daerah atas
usul RA yang memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA

b. Dalam hal untuk mendukung terciptanya efisiensi dan
cfckﬁxéitas pengelolaan anggaran dan pcngendalian program
serta kcgiatan, maka penunjukan KPA tersebut paling banyak
1 (satiu) pejabat dalam 1 (satu) bidang / bagian, namun
dcrnikéan tidak setiap Sekretaris / KTU / Kabid / Kabag/
lnspcljctur Pembantu harus ditunjuk sebagai KPA.

3. Pejabat P:cmbuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK
a. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: .
1).Mcﬁyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan
Pcrigadaan Barang/Jasa yang meliputi:
(a).'iSpcsiﬁkasi teknis Barang/Jasa;
(b).j.Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
(c). iRancangan Kontrak.

2). Mcrflcrbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

3). Mehyetujui  bukti  pembelian atau menandatangani
Kuiitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK) surat petjanjian;

4) Mci{aksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

1
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S). Me;gendalikan pelaksanaan Kontrak;

6). Me:laporkan pelaksanaan/penyelesaian  pengadaan
barang/jasa kepada PA/KPA;

7) .Mel.;lporkan pelaksanaan  /penyelesaian  Pengadaan
Baxf‘ang/Jasa kepada PA/KPA;

8).Mex%1yerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
keﬁada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

9). Meiaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan
anégaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
PA/KPA setiap triwulan;

10).Me:hyirnpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
peléksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

. Selairf_ tugas pokok dan kewenangan dalam hal diperlukan,

PPK dapat :

1). Me!ngusulkan kepada PA/KPA:

(a)._? Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
(b).j‘ Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

2). Menetapkan tim pendukung;

3). Me;'letapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis
un;uk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

4).Mehetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan
ke;;ada Penyedia Barang/Jasa. '

. PPK rtfwrupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk

melakﬁsanakan Pengadaan Barang/Jasa. Bertugas mulai dari

penur;jukan pelaksana pekerjaan sampai dengan penyerahan
peker_]aan yang terakhir kalinya.

. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus rnemenuhl persyaratan

scbagal berikut:

1). Me!miliki integritas:

2). Memlhkl dlSlplln tinggi;

3). Mermhkl tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta
rna_na_]enal untuk melaksanakan tugas;

a) %Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1)
jdcngan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai

‘dengan tuntutan pekerjaan; kecuali dalam hal jumlah

o>
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?chawai Negeri yang memenuhi persyaratan pendidikan
'?tcrbatas_, daﬁat diganti dengan paling kurang golongan
TIlia atau disetarakan dengan golongan Ilia;

b). Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam
fmclaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

c). :Mcmiliki pengalaman paling kurang 2 (dua} tahun
:tcrlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan
fdcngan Pengadaan Barang/Jasa; dan |

4). Ma}npu mengambil  keputusan, bertindak tegas dan
mc_';niliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak
pernah terlibat KKN;

S). Mcxj'landatangani Pakta Integritas;

6). Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan ( Surat
Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara, Kecuali
untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK

7). Mc;i'niliki ‘sertifikat pengadaan barang/jasa kecuali; _

a) :PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II
'ISatuan Kerja Perangkat Daerah( SKPD};

b) P"A/KPA yang bertindak sebagai PPK;

. PPK i dilarang mengadakan ikatan peijanjian  atau

menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa

apabil? belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia
anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas
anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari

APBDj .

Dalani menjalaukan tugasnya PPK jika dipandang perlu

dapat

1). Mengusulkan kepada PA/KPA :

a) I‘Pcmbahan paket pekerjaan; dan atau

b} 'Perubahan jadwal kegiatan pcngadaan,;

2). Ménctapkan Tim Pendukung

PPK dapat membentuk tim pendukung yang dipcrlukan

urfltuk membantu pelaksanaan pengadaan barang / jasa,

yaing terdiri dari : |
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a) _%Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK], diangkat dari
1; personil yang menguasai jenis pekerjaan yang
i diadakan.
b} %Direksi lapangan
c) ;Konsultan pengawas
d) Tim pelaksana swakelola ; dII
3). Tim / tenaga ahli pemberi penjelasan teknis {aanwijzer)
Dailam hal diperlukan PPK dapat menetapkan tim / tenaga
ah!li pemberi penjelasan (aanwijzer) untuk membantu
peiaksanaan tugas ULP, yaitu tim yang mempunjrai
ke!mampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan
tel‘mis tentang spesifikasi Barang / Jasa pada rapat
pefnjelasan.
4). Tim Teknis
Daillam hal diperlukan PA dapat membentuk Tim Teknis
urituk membantu PA dalam pelaksanaan pengadaan
bafrang / jasa yang terdiri atas :
a) i Tim uji coba |
b) Panitia / Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak,
‘ dibentuk dengan tujuan membantu PPK dalam
meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan
‘ kontrak. |
c) E Kepentingan pemeriksaan bersama pada awal dan pada
' pelaksanaan  kontrak, yaitu untuk melakukan
* pemeriksaan lokasi pekerjaan, melakukan pengukuran
‘ dan pemeriksaaan detail kondisi lokasi pekerjaan
, untuk setiap rencana mata pembayaran. Semua hasil

pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan ]lka

; ada perubahan dituangkan dalam adendum kontrak.

d) Meneliti kelayakan wusulan pcrpanjangan  waktu
; pelaksanaan yang dituangkan dalam adendum kontrak,
5). Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan
keipada penyedia jasa barang/jasa;
6). Tim Juri / Tim Ahli
Urixtuk pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang melalui

sayembara / kontes, PA dapat membentuk Tim Juri / Tim

' ©
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Ahh untuk membantu PPK dalam pelaksanaan pengadaan

barang / jasa.

4. Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi :

a.
b

C.

Memlmpm dan mengordinasikan seluruh kegiatan ULP;
Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
Mengawa51 seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP

. dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan /atau indikasi

penylmpangan,

Membuat laporan pertanggung]awaban atas pelaksanaan
keglatan Pengadaan Barang/jasa kepada Bupati Pacitan;
Melak_sanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya
Manufsia ULP;

Menuéa skan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok
Keljai sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok
Kerja ULP; dan

Mengﬁsulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang
dltugaskan di ULP kepada Bupatl Pacitan, apabila terbukti
melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan
/atau KKN; '

5. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat

Pengadaan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan adalah

tim/ PejaBat Pengadaan yang memiliki :

a.

Persyali‘atan anggota ULP/Pejabat Pengadaan :

1.) Memlhkm integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam
melaksanakan tugas;

2) Memahaml pekerjaan yang akan dilaksanakan;

3). Mexénahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas
ULIi’ /Pejabat Pengadaan.

4) Memahami isi dokumen, metode dan Prosedur pengadaan;

Rs) Memiliki sertifikat nasional keahlian pengadaan barang/jasa

b

pen"xerintah dengan kompeten51 yang dipersyaratkan
kecuah untuk Kepala ULP

6) Mendatangam pakta 1ntegr1tas

Tugas pokok dan kewenangan Pokja ULP rheliputi :

1) Meflyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

2) Meﬁetapkan Dokumen Pengadaan;
i
|

;
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3)
4)

S)

6)

7)

Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
webéite : www.pacitankab.go.id dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE
untlj_lk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
Meriilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui
prakualiﬁkasi atau pascakualifikasi;
Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penéwaran yang masuk;
Khlisus Untuk Kelompok Kerja ULP :
a) Menjawab sanggahan;
b) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
(1). Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket
| Pengadazm Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa
Lainnya yang bernilai paling tinggi
: Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
_(2). Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket
, Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling
. tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
c). Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen
éPemilihan Penyedia barang/Jasa kepada PPK;
d)..Menyerahkan dokumen asli pcmilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
e). Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada
| Kepala ULP;

8) Khusus Pejabat Pengadaan :

1). Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :

(a). Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan

| Barang/Pekeirjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah);

(b). Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan jasa
konsultansi yang bermnilai paling tinggi Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta mpiah);

(c). Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia

Barang/Jasa Kepada PA/KPA.
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PANITIA /PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)

1. Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ditetapkan
oleh Péngguna Anggaran (PA);

2. Panitia:/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berasal dari
pegawzii negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi
lainnya, kecuali institusi lain Pengguna APBD atau kelompok
masyarakat pelaksana swakelola dapat berasal dai bukan
pegawai negeri;

2. Persyafatan sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP) édalah :

a) Memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam
meléksanakan tugas;

b) Mexinahami isi kontrak;

c) Memiliki kualifikasi teknis;

d) Meﬁdatangani pakta integritas;

e) Tidak menjabat sebagai pejabat Penanda Tangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM] atau bendahara;

3. Tugas . pokok dan kewenangan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP) adalah :

a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan
Barang/Jasa seuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
konfrak;

b) Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/Penguji;

c) Membuat dan menandatangan'i Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan;

3. Dalam:_ hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian
teknis,; khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk
membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan.

4, T‘im/Ténaga ahli ditetapkan oleh PA/KPA.

5. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, Pemeriksaan
pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna
Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

6. Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
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scr{a detail teknis pekerjaan dari SKPD teknis yang
bcr%sangkutan;

Bila{ dalam suatu hal pekerjaan tertentu memerlukan
pcrt:imbangan teknis dan tidak dapat dilaksanakan oleh
pcjébat penerima hasil pekerjaan maka dapat
mériggunakan Panitia. Penerima  Hasil Pekerjaan
scbé}lgaimana diatur dalam angka 1).

C. RENCANA UMUM PENGADAAN

Pengpguna énggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan

Barang/Jasai sesuai dengan kebutuhan pada SKPD masing-masing,

meliputi kcgiatan antara lain :

1. Mcnctapkjan tata cara pelaksanaan pemilihan penyedia
Barang/J:asa melalui; '

a) Proses pemilihan barang/jasa melalui pelelangan umum yang
dilaksainakan Unit Layanan Pengadaan (ULP);

b) Menetapkan paket pengadaan yang dilaksanakan proScs
pcmilifxan Barang/Jasa melalui Layanan Pengadaan Secara
Elcktrcinik (LPSE);

c) Mcnct;apkan paket-paket penunjukan langsung yang
dilaksa;nakan melalui  E-katalog berdasarkan = website
LKPP/ i’ortal Pengadaan Nasional yang memuat informési
teknis han harga barang; -

2. Mcngindc?ntiﬁkasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan SKPD
‘dengan térlcbih dahulu menelaah kelayakan barang / jasa yang
telah ada)dimiliki /dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa
dari kcgia;tan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil.

3. Mcnyusur:1 dan menetapkan rencana penganggaran untuk
Pcngadaah Barang/Jasa yang terdiri dari :

a. Biaya i)arang/ jasa itu sendiri

b. Biaya Ipcndukung : biaya pemasangan, biaya pengangkutan,
biaya ﬁclatihan dll

c. Biaya :aldministrasi yang dipcrlukein untuk proses pengadaaan
antara lain :

1). Hc;norarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya
PA;/ KPA, PPK, Pokja ULP, PPHP, tim lain yang diperlukan

]
h
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2). Biaya survey lapangan/ pasar

3). Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang / jasa

4. Mcnctapl{an kebijakan umum meliputi :

i
1}. Pemaketan pekerjaan :

2).

aj. Dilaikukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket
usajha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi
kccil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat,
kcsialtuan sistem dan kualitas kemampuan teknis; _

b}. Wajtib memaksimalkan pcnggunaan produksi dalam ncgéri
dan perluasan kesempatan bagi Usaha Mikro dan Usaha
chﬂ serta Koperasi Kecil;

c}. N11a1 paket pckcr_laan pengadaan barang/jasa sampal
dcngan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
mp}ah} diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil
scrlza koperasi kecil, kecuali untuk paket pengadaan yang -
mcrtluntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh

_ usafha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil; |

d}. Dilairang menyatukan atau memusatkan beberapa kcgiat:an

| yan:g tersebar di bébcrépa lokasi/daerah yang menurut sifa.t
pek?:rjaan dan tingkat cﬁsicnsinya scharusnya dilakukan di
bcb;crapa lokasi/daerah masing-masing; T

e}. Dil%rang menyatukan beberapa paket pengadaan yang
mcr';lurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan
dan*/ atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh
Usa;ha Mikro dan Usaha Kecil serta kopcrélsi kecil; ‘

f). Dila:rang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi

_ bcb;erapa paket dengan maksud menghindari pelelangan;
dan'!/atau

gl. Dila;irang menentukan kriteria, persyaratan atau proscdilr
penéadaan yang  diskriminatif dan/fatau  dengan
perﬁmbangan yang tidak obyektif.

Cara I pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  dengan

mcmpérhatikan tugas pokok dan fungsi SKPD dan sifat

kcgiata:_n yang akan dilaksanakan-: .

aj. Mcl%llui swakelola, dengan direncanakan, dikerjakan

dan/ atau diawasi sendiri  oleh SKPD scbagai

T
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penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain
dan!/ atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola
dcx{gan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari
luar, |

b). Mcla]m penycdla barang/ jasa baik sebagai badan usaha
mall.lpun perseorangan; _

3). Organfsasi pengadaan dengan memperhatikan jenis pekerjaan
serta :kemamp_uan dan .ketersediaan personil SKPD yang
dimiliki. Organisasi pengadaan yang wajib dibentuk adalah
PPK, Pejabat  pengadaan, dan PPHP.  Sedangkan
tim/ pciiabat/ panitia lainnya disesuaikan dengan kebutuhan
dan pcsruntukannya. '

KERANGI?(A ACUAN KERJA (KAK)

Kcrangkaf_ Acuan Kerja .(KAK) merupakan pedoman dalam rangka

pclaksané:an suatu kegiatan yang memuat gambaran keselurahan

pekerjaarf mulai perencanaan, pclaksanaan dan pengawasan

Kegiatan / Pckctjaan, KAK sekurang kurangnya menjelaskan:

a. Uralan kegiatan '

Mehputl latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi kegiatan,
sumbcr pendanaan, serta _]umlah tenaga yang diperlukan;

b. Waktu yang diperlukan
Waktu yang diperlukan dan ditentukan dalam mclaksanakan
dan m::nyclcsalkan kegiatan / pekerjaan tersebut mulai dari

_ pengm:;numan, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan
baraﬁé / jas_a;

c. Spesifikasi teknis barang/jasa
Spesiﬁi(asi teknis barang/jasa yang ditetapkan dan
dircnczfanakan serta  diperlukan dalam  pelaksanaan
chiatzjan / Pckcrjaén;

d. Bcsa.rﬁya total perkiraan biaya
pekcrja:an termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan
pada kicgiatan tersebut.

Mcngumuimkan rencana umum pengadaan di masing-masing

SKPD scciara terbuka kepada masyarakat luas dalam website dan

papan pjcngumuman resmi untuk masyarakat serta Portal

Pcngadaail Nasional melalui LPSE.

: .
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Setelah 'rcncana' kerja dan anggaran SKPD disetujui DPRD
sebelum pcngumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa olch
ULP. Pcngumuman tersebut pahng kurang berisi:

a. Nama E:lan alamat Pengguna Anggaran;

b. Paket f::ckmjaan yang akan dilaksanakan,;

C. Lokasi:pckcq'aan; dan
d

. Perkiraan besaran biaya.

E. PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

1.

PPK mcnﬁsun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara;

. ULP/chabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS

bcrdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK;
Nllal total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasm,
HPS dlsusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja

sebelum batas akhir pemasukan penawaran;

. HPS dlgunakan sebagai :

a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk nnc1annya,

- b. Dasar _untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah

untuk 'Pcngadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dan Pcngadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode
Pagu Anggaran, dan

c. Dasar untuk mcnctapkan besaran nilai Jaminan Pclaksanaan
bagi pcnawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (dclapan
puluh pcrscratus) nilai total HPS. '

. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kcrugi-an.

i

negara. !

. Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat,

yang  diperoleh  berdasarkan  hasil survei menjelang

dilaksanaécannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan

informasi iyang meliputi: |

a. Infonn.i::lsi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh |
Badan Pusat Statistik (BPS); .

b. Inform:asi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
asosmm terkait = dan _sumbcr data lain yang dapiat K

dlpcrtanggun. awabkan,

Nmmn w T TLr s TR T mlrraimige s A deT
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Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh
pabrikan/ distributor tunggal;

. 'Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan
. _ _

mcmpt_értimbangkan faktor perubahan biaya;

Inflasiftahun sebelumnya, suku bimga_ berjalan dan/atau kurs
tcngah: Bank Indonesia; |
Hasil gpcrbandingén - dengan Kontrak sejenis, baik yang
dllakukan dcngan instansi lam maupun pihak lain;

Perklraan perhltungan biaya yang dilakukan oleh konsultan
pcrcnc ana ( engineer’s estimate};

Norma indeks; dan/atau

Infom1a31 lain yang dapat dlpcrtanggung;awabkan

8. HPS dlsu_sun dengan mcmpcrhltungkan keuntungan dan biaya

‘overhead 'yang dianggap wajar.

[
]
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F. JAMINAN-JAMINAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENGADAAN
BARANG / JASA

1. Penyedia iBarang/Jasa menycrahkan Jaminan kepada Pengguha

Barang/Jasa untuk - memenuhi kewajiban sebagaimana
»

dipersyarétkan'dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan

Barang/ J;asa.

2. Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a.

Jaminén Penawaran;

1). Jagminan -~ Penawaran  diberikan  oleh = Penyedia
Bérang/Pckcr.‘jaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat
miemasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% ({satu
perscratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS,
Jamman penawaran ditujukan kepada Pokja ULP.

2). Jamman Penawaran dikembalikan kepada Penyedia
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPK
'mcncnma Jamman Pelaksanaan untuk penandatanganan
Kontrak

- 3). Jamman Penawaran tidak diperlukan dalam hal.

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

dilaksanakan dengan Pemmjukan Langsung, Pengadaan

Lafngsung atau Kontes/Sayembara.



e T

b. Jaminan Pelaksanaan;

1).

2).

3).

4)

S)

Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh  Penyedia
Ba;rang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk
Kontrak bernilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta
rnpiah).

Ja{nﬁnan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya

SIF;PBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan

Bairang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai

bérikut:

a)f Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan
i puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus
gpersemtus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan
, adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
%atau

b)é Untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80%
E(delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS,
.besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus)
| dari nilai total HPS.

Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak

salmpai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah

teif'ima pertama Pekerjaan Konstrnksi.

Ja:minan Pelaksanaan dikembalikan setelah:

aj. Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat
; Garansi; atau

b) Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima

_ ’ perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia

; Pekerjaan Konstrnksi/Jasa Lainnya.

c. Jaminan Uang Muka;

1).

2).

3).
4).

Jaiminan Uang Muka ciiberikan oleh Penyedia Barang/Jasa
tex:‘hadap pembayaran Uang Muka yang diterimanya.
Bésamya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka
ya:ng diterimanya. |
Peinyedia Jasa Konsultansi dapat diberikan Uang Muka. .

Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara

prbporsional pada setiap tahapan pembayaran.
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d. Jaminzin Pemeliharaan;

1). Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia
Pekexjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah pelaksanaan
pei<e1jaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

2). Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari
nilai Kontrak harus diberikan kepada PPK untuk
menjamin  pemeliharaan Pekerjaan  Konstruksi/Jasa
Lainnya yang telah diserahkan.

3). Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat
beias) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

4). Pehyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat
mémilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau
memberikan retensi.

5). Jz;minan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana
dimaksud pada angka 4), besaruya 5% (lima perseratus)
dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya.

e. Jaminan Sanggahan Banding.

Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1 % (satu

prosen) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

. Jaminan :atas Pengadaan Barang/Jasa harus dapat dicairkan

tanpa syarat { unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) haii kerja, setelah surat
peruyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit

Jaminan; .

. ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan Kiarifikasi tertulis

terhadap keabsahan Jaminan yang diterima;

. Jaminan .dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau

Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis

Jaminan;

. Perusahaan Penjaminan adalah Perusahaan Penjaminan yang

memiliki izin dari Menteri Keuangan;

. Perusahaan Asuransi penerbit Jaminan adalah Perusahaan

Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk

Cd
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BAB IV
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA

A. PERSIAPAN EfPELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG /

JASA:

¥

Sebelum meiaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, Pengguna
anggaran (P.A) menyiapkan perangkat administrasi kegiatan,

berdasarkanéprogram dan pembiayaan yang direncanakan antara

lain meliputi

1. Survey Lapangan
Dalam rﬁelaksanakan survey lapangan untuk menyusun
dokumen perencanaan keglatan maka Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, untuk

memperhatlkan :

a.

Survey . Lapangan oleh SKPD Teknis untuk kebutuhan SKPD

- Teknis lam ,» maka petugas survey terdiri dari SKPD teknis

Yang téesangkutan bersama  petugas dari SKPD teknis
pelaksa?_na survey lapangan.

Survey§ Lapangah oleh Jasa Konsultan Perencana untuk _
pekerjaéln sederhana, maka petugas survey terdiri dari
1). Petu';gas dari SKPD teknis yang bersangkutan.

- 2). Pett;ga's dari SKPD teknis pelaksana verifikasi teknis.

3). Petugas dari Konsultan Perencana;
Pelaksanaan survey lapangan menjadi tanggung jawab penyedla

jasa konsultanSI,

C. Sixrvey§ Lapangan oleh SKPD Teknis atau Jasa Konsultan

Perencz%na untuk pekerjaan tidak sederhana dan strategis serta
ménjadi perhatian masyarakat, maka petugas survey terdiri
dari : § | ' |
1). Petugas dari SKPD teknis yang bersangkutan.

2). Petuéas dari SKPD teknis pelaksana verifikasi teknis.
3). Petugas dari BAPPEDA dan PM.

4). Petuéas dari Bagian Administrasi Pembangunan;
5). Petugas dari DPPKA;

6). Petuéas dari Konsultan Perencana;-

. ;

:
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2. Verifikasi dokumen perencanaan

‘Sebagai blflkti legalitas maka dokumen karya perencanaan wajib

mendapatléan verifikasi dari SKPD Teknis yang membidangi,

sedangkan pelaksanaan verifikasi diatur sebagai berikut:

a. Dokum{en ‘Perencanaan oleh SKPD Teknis untuk kebutuhan
SKPD ybng bersangkutan, maka dokumen perencanaan wajib
menda;:iatkan pengesahan dafi . Kepala SKPD teknis
bemmékutan. _ "

b. Dokumén Perencanaan oleh SKPD Teknis untuk kebutuhan
SKPD ?I‘cknis lain, maka dokumen perencanaan wajib
menda];atkan pengesahan dari Kepala SKPD teknis
pelaksanan perencanaan dan Kepala SKPD yang bersangkutan.

C. Dokumen Perencanaan oleh Jasa Konsultan Perencana, maka
dokumen perencanaan wajib mendapatkan verifikasi dari -
Kepala : SKPD teknis yang berhubungan dengan ruang llngkup
pekeljaan dan Kepala SKPD yang bersangkutan serta _
Penanggung Jawab Penyedia Jasa Konsultansi; |

3. Harga Starfldar

Untuk mcﬁd_apatkan harga yang wajar sesuai dengan kondisi di

lapangan Smaka berdasarkan Keputusén Bupati Pacitan No.

188.45/389.A/KPTS/408.21/2012 Tgl. S Juli 2012 Tentang

Standart i-larga Barang/jasa Kabupaten Pacitan Tahun 2013,

Pengelola léegiatan melaksanakan survey harga di lokasi pekerjaan |

sebagai dazsar perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). |

¢
4

B. PENETAPAN ﬁETODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA
1. ULP/ chabfat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode
pemilihan i’enyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
2. Pemilihan fPenyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
a). Pelelarfgan Umum
b). Pelelan‘gah Sederhana
é). Penunj)ukan Langsung
d). Pengaciaan Langsung
e). Kontcs/ Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihén
Penyedla Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industrl

Kreatif, 1novat1f dam budaya dalam negeri.

A it AT Ak b apato AR 1-4-
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3. Pemilihan Pcnycdla Pekerjaan Konstruk31 dilakukan dengan:
a). Pclclangan Umum
b). Pclclaxilgan Terbatas
é). Pcmﬂihan Langsung
d). Pcnun}ukan Langsung
- e). Pcngadaan Langsung :
4. Pemilihan - Jasa Pcmlhhan Pcnycdla Jasa Konsultansi dilakukan
dengan: |
a). Sclcksfi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana
b). Pcnuﬂjukan Langsung
c). Pcngaélaan Langsung
d). Saycmbara -
5. Pcmlhhani Penyedia Barang/Jasa dllakukan melalui Metode
Pclclangan Umum, Pelelangan Sederhana, Pelelangan Terbatas,

Pcmilihan§ Langsung, Seleksi Umum dan seleksi scdcrhaxja

diumumkan paling kurang di website : www.pacitankab.go.id dan
atau www.lpse.pacitankab.go.id serta papan pengumuman resmi

untuk maéyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE,
sehingga masyarakat luas dan duma usaha yang berminat dan
mcmcnuh1 kualifikasi dapat mengikutinya. "
6. Pcngadaan pekerjaan yang tidak- komplcks dan beruilai palmg
tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan
dengan: * | |
a. Pclclanéan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
dilakuléhn melalui proses pascakualifikasi., '
b. Pcngadaan langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruk31
dﬂakukan melalui proses pascakualifikasi.
7. Pcnunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Jasa
dapat dllakukan dalam hal: |
a. Kntcrla keadaan tertentu yang memungkinkan dllakukan '
Pcnunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Jasa
'mchputl - . ' '-
1). Pcnanganan darurat yang tldak bisa direncanakan
sc]:)clumnya_ dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus
scécra / tidak dapat ditunda.

. >
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2).

3).

- 4).

|
i
!
;
{
¥

Pckcr_]aan pcnyclcnggaraan penyiapan konferensi yang
mcndadak untuk menindaklanjuti komitmen
mtcmasmnal dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
Kégiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan
oléh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut
kcamanan dan ketertiban masyarakat yang dltctapkan
olch Kepala ch01151an Negara Republik Indonesia; atau

' Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik

dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia
Bairang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu)
pcimcgang hak péten, atau pihak yang telah mendapat
1z1n dari pemegang hak paten, atau pihak yang mcnjadi
pcmcnang pclclangan ‘untuk mendapatkan izin darl

pcmcrmtah

b. Krltcrla Barang khusus/Pckcrjaan Konstruksi khusus/Jasa

Lamnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan

Pcnun]ukan Langsung, mchputl

1),

2).

3).

4).

Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang
dit;atapkan pemerintah;

Pelj_ccrjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu-
kc%atuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggufxg
javs;rab atas risiko kegagalan bangunan yang secara
kcsicluruhan tidak dapat direncanakan/ dipcrhitungkén
sebelumnya {unforeSeen condition);

Bai'ang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat
kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan
pcr;ggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu)
Pcﬁycdia yang mampu;

Pcl:ccxjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan
alat kesehatan hablS pakai dalam rangka mcnjamm
kctcrscdlaan obat untuk pelaksanaan pcmngkatan :
pclayanan kesehatan masyarékat yang jenis dan harganya
tcle}h ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab
dibidang kesehatan;

; :
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5). Peglgadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus
untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara lués
ke;;ada masyarakat;

- 6). Se‘;va penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka
dar{1 dapat diakées oleh masyarakat; atau

7). Larjljutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang

| teri:)uka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata
car?a pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat
di;:):ertanggunawabkan.
Sayembar&il digunakan 1mtuk Pengadaan Jasa Lainnya yang
menmiliki karakteristik sebagai berikut :
a). Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, 1n0va31,
budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan
b). Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
Korit_es diigunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki
karakteris'%ik sebagai berikut ;
a). Tidak rrilempunyai haiga pasar; dan
b). 'I‘i_dak dapat ditetapkan berdasarkan Haiga Satuan.
Seleksi Séderhana dapat dilakukan wuntuk pengadaan Jasa
Konsultan:é.i yang:
a). Bersifat sederhana; dan
b).Bemilai! paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah)’
Pengadaar{ Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan
Barang/ Pékerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
tinggi Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta mpiah) dengan
ketentuan sebagal berikut:
a). Mempakan kebutuhan operasional SKPD;
b). Tekno]ogl sederhana;
c). Risiko I::eci]; dan/atau
d). Dilaksa}lakan oleh Penyedia Barang/Jasa wusaha orang
perseor.:::mgan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil,
ke_cualié untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi
- teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha

Kecil dain koperasi kecil.

B e



12. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa |

C.

1,

Konsultanm yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

'a) Mempakan kebutuhan operasional SKPD; dan/atau
b). Berullal paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh _]uta' _

rupiah).

f

{
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA

Penyusur!lan jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang:/

jasa den:gan memberikan alokasi waktu yang cukup untuk

semua tahapan proses pengadaan.

Penyusuﬁan Dokumen pengadaan barang / jasa yang terdiri dari

dokumer; Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan.

a).

b).

Dokufnen Kualifikasi paling kurang terdiri atas:

1). Petun_]uk peng151an formulir i isian kualifikasi;

2). Formullr isian kualifikasi; -

3). Instruksi kepada peserta kualifikasi;

4). Lembar data kualifikasi;

3). Pal'cta Integritas; dan

6). Ta'éa cara evaluasi kualifikasi.

Dokumen Pemilihan paling kurang terdiri atas:

1). Undangan/ pengumuman kepada calon Penyedia Barang/
Jasa, '

2). Instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa;

- 3). Syérat-syarat umum Kontrak;

4). Sy:%lrat-syarat khusus Kontrak;

5). Daftar kuantitas dan harga,

6). Spt}:siﬁkasi teknis, KAK dan/atau gambar;
7). Befltuk surat penawaran,;

8). Raincangan Kontrak;

9). Be%ltuk Jamiman; dan

10).Cc;ntoh-contoh formulir yang perlu diisi.

i
. PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan
h _

yang terdiri atas:
{
1). Rancangan SPK; atau
i
2). Rancangan surat peijanjian termasuk:

(a) * Syarat-syarat umum Kontrak;
!

i

3 . .

H

L]

: .



(b). Syarat-syarat khusus Kontrak;

(c). Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
(d) ‘ Daftar kuantitas dan harga; dan
(C)..:,: Dokumen lainnya.

3). Sefain itu PPK menetapkan HPS.

Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran :

a). Metode satu sampul

b). Metqde dua sampul

c). Metc;de dua tahap

Penetapafn Metode Evaluasi penawaran untuk pemilihan

penyedia_'barang / Pekerjaan konstruksi / jasa lainnya :

a). Metod'e' sistem gugur

b). Metode sistem nilai

c). Metode penilaian selama umur ekonorms

Penetapa}l Metode Evaluasi penawaran untuk pemilihan

penyedia"jasa konsultansi : |

a). Metodl_e evaluasi berdasarkan kualitas;

b). Metod:e evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya;

C). Metodjc evaluasi berdasarkan pagu anggaran;

d). Metodi_e evaluasi berdasarkan biaya terendah.

Pengumtiman Pemilihan Penyedia barang / jasa

a). ULP fnengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
secara luas kepada masyarakat pada saat :

1). Rencana kerja dan anggaran SKPD telah disetujui oleh
DP_RD, atau

~ 2). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disahkan.

'b). Dalam hal ULP akan melakukan Pelelangan/Seleksi setelah
rencana kerja dan anggaran SKPD disetujui DPRD tetapi DPA
belum  disahkan, pengumuman dilakukan dengan
mencantumkan kondisi DPA belum disahkan.

c). Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka
dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya
melalm :
). We7b31te : www.pacitankab.go.id;

2) . Papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan

; _.
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3). Portal Pengadaan Nésional melalui LPSE.

d). Pcngu;numan atas penetapan Penyedia Barang/Jasa
diumlfmkan secara terbuka dengan mengumumkan secara
luas p%ldé:

1). Website : www.pacitankab.go.id; dan
2). PaI;an pengumuman resmi untuk masyarakat.

-€). Dalarr{ hél pengumuman untuk Pelelangan Terbatas, ULP
harusf mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa
yang ciianggap marhpu.

. Pcndaftalzan dan pengambilan dokumen

a). Pcnyc:dia Barang/Jasa yang berminat mengikuti pemilihan
Pcnycéia Barang/Jasa, mendaftar untuk mengikuti
Pclclarflgan. / Seleksi/Pemilihan Langsumg kepada ULP.

b). Pcnycjdia Barang/Jasa  yang - mengikuti Pengadaan
Barané/Jasa melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan
Langsung dlundang oleh ULP/Pejabat Pengadaan.

o). Pcnycdla Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari '.
ULP/Pejabat Pengadaan atau mcngunduh dari website yang
digunakan oleh ULP.

d). Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, ULP/Pcjabat
Pcngaiiaén tidak boleh -mclarang, menghambat dan
mcmbata31 keikutsertaan calon Pcnycdla Barang/Jasa dari
luar Pr0p1n31/ Kabupaten.

€). Pcnycgha Barang/Jasa menandatangani surat pernyataan
diatas} ~meterai yang mcnyatakan bahwa semua informasi
yang dlsampalkan dalam formulir isian kualifikasi adalah
bcnar

f). SKPD :_dﬂarang melakukan prakualifikasi masal yang berlaku
untul{ Pcngadaan -dalam kurun waktu tertentu dengan
mcnc;bitkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau
sclcmsnya |

. Pcmbcnan penjelasan

a). Untulg memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, ULP/
chabr:it Pengadaan mengadakan pcmbcrian penjelasan dan
bila peirlu dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara
mclaki.lkan peninjauan lapangan.

b - - .
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b). Pembérian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara
Pembérian Penjelasan Perubahan rancangan Kontrak
dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai
total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum
dituarfgkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.
¢). Dalam hal PPK tidak menyetujui usulan perubahan, maka :
1). ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA
untuk diputuskan;

2). Jika PAJKPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan
pérubahan; atau

3). Jika PA/KPA scpendapat dengan ULP, PA/KPA
rﬁemutuskan perubahan dan bersifat final, serta
mcmerintahkan ULP untuk membuat dan mengesahkan
Adendum Dokumen Pengadaan.

9. Pemasukan Dokumen Penawaran

a). Penyédia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran
dalam" jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

b. Dokumen Penawaran yang disampaikan melampaui batas
akhir ¢ pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh
ULP/ Pejabat Pengadaan.

c. Penyedia Barang/Jasa dapat mengubah, menambah
dan/atau menggantl Dokumen Penawaran sebelum batas
akhir pemasukan penawaran.

10. Evaluasi Penawaran

a. Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat
Pengajdaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang
ditetaékan dalam Dokumen Pengadaan.

b. Dalam evaluasi penawaran, ULP/ Pejabat Pengadaan dan
Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post
bidding.

11. Penetapah dan Pengumuman Pemenang _

a. ULP/ Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan

Penyedia Barang/Jasa.
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Dalarri'f hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan
Sangg:;han Banding dikembalikan kepada penyanggah.
Dalamf hal sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan
Sangg:ilhan Bandmg dlSlta dan disetorkan ke kas
Negara /Daerah.

13 Pemlhhan Gagal.
ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :

14.

a. Jumlah peserta yang. lulus kualifikasi pada proses

prakuahﬁkasn kurang dari 3 (tlga) peserta, kecuali pada :

pelelangan terbatas;

. Jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruks/Jasa Lainnya
kurané dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada pelelangan terbatas;
Sangg:ahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata
behar;{

Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;

e. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi ter_]adl

persamgan tidak sehat;

Harga pcnawaran terendah terkorek31 untuk Kontrak Harga
Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
lebih tmgg1 dari HPS; '

Selurgh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump
Sum diatas HPS;

!
. Sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau

Calong pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2,
setelafl dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam
klarifil:casi dan/atau pembuktian kualifikasi |
Pada : metode dua tahap selurmh penawaran harga

yang masuk melebihi HPS atau setelah dilakukan negosiasi :
;

'harga seluruh peserta tidak sepakat untuk menumnkan

harga sehmgga tidak melebihi nilai total HPS;

PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung

gagal apablla
a. PA/ KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia

menandatangam SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/
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Pemiliﬁan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku; -

h. Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang mehbatkan
ULP da}n/ atau PPK ternyata benar; '

cC. Dugaa}l KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaks:_anaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung
dinyat;kan benar oleh pihak berwenang; :

d. Sangg:ilhan- dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan
proseciur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan
Penyecilia Barang/Jasa ternyata benar; _

e. Dokuﬁlen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan
Pemndang—undangan yang berlaku; |

f. Pelaksanaan Pelelangan /Seleks1/ Pemilihan Langsung tldak

' sesual atau menylmpang dari Dokumen Pengadaan;

g. Calon , pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 '
mengqndurkan diri; atau

h. Pelaks:anaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung
melanggar Peraturan Perundang-imdangan yang berlaku.

Bupati rrilenyatakan Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung

gagal apai:nila

a. Sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau

b, Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang mehbatkan
KPA temyata benar. '

Dalam hal Pelelangan /Seleksi/Pemilihan Langsung dmyatakan

gagal, maka ULP segera melakukan

a. Evalugm ulang, '

b. Penyarfnpaian ulang Dokumen Penawaran;

C. Pelelarjlgan /Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau

d. Pengh;entian proses Pelélangan / Seléksi/ Pemilihan Langsung.

Dalam :hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia

Barang/Jlasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta,

proses Pelelangan/ Seleksi dilanjutkan.

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang

jumlah Fs’enyedla Barang/Jasa yang memasukkan penawaran _'

hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/ Selek31/Pem1hh3n

Langsung dllanjutkan

l
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20.

21.

22,

23.

24.

‘
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Dalam hz;l Pélelangan/ Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/
Jasa yailg lulus prakualifikasi hanya 1 (satu} peserta,

Pclelangan/ Seleksi ulang dilakukan seperti proses Penun_]ukan'
Langsung

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang

jumlah I;enyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran

hanya 1 fsatu) peserta, Pélelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung
ulang dil&?lkukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung. |
Dalam hacl Pelelangan /Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal,
Kelompok Kerja ULP dapat melakukan penunjukan langsung
berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran, dengan tetap
memperhat.lkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntablhtas
dengan ketentuan ;
a. hasil peker_] aan tidak dapat ditunda;
b. menyzimgkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan
c. tidak% cukup waktu untuk - melaksanakan proses
pelela;lgan /seleksi/pemilihan langsung dan pelaksanaan
pekerj’aan;
Dalam i‘hal pelelangan umum Metode dua tahap gagal
dlkarenakan seluruh penawaran biaya yang masuk untuk
kontrak Lump Sump diatas Pagu Anggaran, berdasarkan hasil
evaluam‘ kelompok kerja ULP dapat melakukan penambahan
nilai tq:tal HPS, perubahan slesifikasi teknis dan/atau
perubah;r:in' ruang lingkup Iﬁekerjaan; |
Dalam %ha] pelelangan umum metode dua tahap gagal
sebagair?lana dimaksud pada angka 22 (dua puluh dua)
terdapat_q_ perubahan nilai total HPS tetapi tidak terdapat
perubah%an - spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkup
pekerja&{n, pelelangan umum langsung dilanjutkan dengan
pemasulgcan harga ulang;
Dalam ;hal pelelangan  umum metode dua tahap gagal
sebagair%lana dimaksud pada angka 22 (dua puluh dua)
terdapat perubahan nilai total HPS terdapat perubahan
spesiﬁkési teknis dan/atau ruang lingkup pekerjaan,
pelelangan dilakukan pelelangan ulang ; |
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25. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
PPK menerbltkan SPPBJ dengan ketentuan

a.
b.

Tidak ada sanggahan dari peserta;
Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak
benar; atau

i .
Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.

d. Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus

diterbittkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah
pengufmuman penetapan pemenang dan segera disampaikan
kepad.ia pemenang yang bersangkutan.

Dalam% hal terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding,
SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja
setela}:1 semua sanggahan dan/atau sanggahan banding

dijawa{b, serta segera disampaikan kepada pemenang.

i

D. PENYEDIA BARANG / JASA

1.

Penyedla Barang/Jasa adalah badan wusaha atau orang

perseorar_lgan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/

Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya.

'PenyediaEBarang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/

Jasa waji-b memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
H

menjalankan kegiatan/usaha;

Memlhkl keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan

manajerlal untuk menyediakan Barang/Jasa

. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai

Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 {(empat) tahun
N .
terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta,

termasuk pengalaman subkontrak;

.Keteni::uan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢,

dikectialikan bagi Pényedia Barang/Jasa yang baru berdiri
kurang dari 3 (tiga) tahun; | |
Merml}kl sumber daya manusia, medal, peralatan dan
fasilités lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/

Jasa i
t
i’
!
!
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i
: _
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f. Dalanf hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan

kemitfaan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai

§ .
petjanjian keija sama operasi/kemitraan yang memuat
persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili

kemitfaan tersebut;

. Memlhkl kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai

untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta
keman;puan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk
usahainon-kecil-

. Mexmhkl Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non- kecﬂ
kecuah untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
I.ain_nj:'a, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket
(SKP) sebagai berikut:

SKP = KP-P
KP |
1). Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KF)

nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

dltentukan sebanyak 5 (llma) paket pekerjaan; dan
2). Untuk usaha non kecﬂ nilai Kemampuan Paket (KP)
dl\tentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua)
P= jumlah paket yang sedang dikerjakan.
N%= jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat
‘ ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu
: S (lima) tahun terakhir.
Tidak cialam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
usahan;ira tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang
bertinde;k untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang
dalam x;lenjalani sanksi pidana, yang dibuktlkan dengan surét
pernyathan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
Sebagaij wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)i dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun

terakhir:' (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh

Pasal 2i PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal
29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tlga)

bulan terakhlr dalam tahun berjalan.

G
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1. Secara hukum mempunyai kapasitas tmtuk mengikatkan diri
- pada Kontrak

m. Tidak masuk dalam Daﬂ:ar Hitam;

n. Memlhk:l alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan
jasa penglnman, dan

0. Menandatangam Pakta Integntas

. Persyaratan sebagalmana dimaksud pada angka 2 huruf c, huruf

d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia

Barang/Jafsa orang perorangan.

. Pegawali Si{PD dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali

yang bersafngkutan mengambil cuti diluar tahggungan negara,

. Penyedia _:Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan

pertentang:em kepentingan dilarang meﬁjadi Penyedia Barang/

Jasa. 4 : |

. KD sebagalmana dimaksud dalam angka 2 huruf h pada

subbldang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dlhltung

dengan ket_entuan sebagai berikut:

a. Untuk :Pekeljaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai
Pengalafman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir);
dan j | |

b. Untuk %’engadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai
Pengalajman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahim terakhir).:

c. KD pali;ng kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan
yang a]{an dilelangkan.

d. Dalam ;hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari
perusa};aan yang mewaldli kemitraan { leadfirm).

. Penyedia Jasa Pelaksana pekeljaan konstruksi adalah perusahaan

penyedla pekeljaan konstruksi yang bertugas :

a. Melaksz}nakan pekerjaan fisik konstruksi dalam kuantitas dan
kualitasi sesuai  kontrak/surat pétjanjian kerja yang
ditanda?:angani bersama dengan PPK yang bekerja mulai

' ditetapl%annya Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan serah
terima l;edua pekerjaan/ setelah masa pemeliharaan berakhir,

b. Melaksénakan pelaporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
baik lz;poran harian, r'n.ingguan maupun bulanan sebagai

laporan: kemajuan pekerjaan kepada PPK.

1
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c. Melakszinakan perbaikan kerusakan yang terjadi di masa

pémelihiaraan pekerjaan konstruksi dengan waktu selama 3

w bulan léntuk pekerjaan semi permaneh dan 6 bulan untuk
. pekexjar;m permanen
8. Penyedia jésa konsultansi pelaksana manajemen konstruksi (MK)
secara kofntraktual bertugas membantu PPK melaksanakan
pcngendali"_an pada tahap perencanaan, dan pelaksanaan
konstruksi_' baik ditingkat program maupun di tingkat operasional,
yang penéadaannya melalui proses seleksi umum, seleksi
_ Sederhana maupun penunjukan langsung. _
a. Apabila% tidak terdapat penyedia jasa sebagaimana dimaksud,
maka f:ungsi tersebut dapat dilakukan oleh unsur Instansi
~ Teknis 1;:erkait dengan swakelola. |
b. Penyedi:a jasa MK harus digunakan untuk pekerjaan dengan
kriteria seperti dibawah ini :
1). Banéunan bertingkat diatas 4 lantai; dan/atau
| 2). Banéunan dengan luas total diatas 5.000 m2 ; dan/atau
E 3). Bangunan dengan klasifikasi khusus; dan/atau ‘
o __.4). Yané melibatkan lebih dari satu  konsultan perencarga.
mau;:)un lﬁemborong; dan/ atau .
5).Yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran
(mulf;iyears project);
c. Penyedi;a jasa MK tidak dapat merangkap sebagai penyedia jasa
perencainaan untuk pekerjaan yang bersangkutan. _

1). Kegiatan MK meliputi pcngendalian waktu, biaya,
penéapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) dan tertib
administasi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap
pcrsijapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan
konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan.

2). MK jbcrtugas membantu PPK melaksanakan pengadaan
penj;cdia jasa termasuk menyusun KAK, penyusunan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) memberi saran waktu dan strategi

' penéadaan, serta bantuan evaluasi proses pengadaan
©3). MK membantu PPK mengendalikan pelaksanaan kegiatan
yané meliputi program pengendalian sumber dayé,
pcnéendalian “biaya, pengendalian waktu, pcngendalian
i

]
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sasaran fisik (kualitas dan kuantitas), pcngendalian
pcr@bahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi,
pcngendalian kesehatan dan keselamatan kerja.

4). MK :mclakukan evaluasi program terhadap penyimpangan
teknis dan manajerial yang timbul, koreksi program dan
tind:ilkan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila
tcrjadi penyimpangan, memecahkan persoalan yang terjadi

sclafna pelaksanaan pekerjaan.

9. Penyedia jasa konsultansi pelaksana perencana konstruksi adalah

perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan

perencanaan teknis/konsultan perencana yang secara kontraktual

bertugas membantu PPK melaksanakan pekerjaan perencanaan.

Apabila tidak terdapat penyedia jasa sebagaimana dimaksud,

maka fungsi tersebut dapat dilakukan oleh unsur Instansi Teknis

terkait dcﬁgan swakelola.

ao

Pcnycdia jasa  perencanaan berfungsi melaksanakan
pcngadéan dokumen  perencanaan, dokumen  untuk
pclaksa:naan konstruksi, x;ncmbcrikan penjelasan  teknis
pckcrjaén pada saat aanwijzing (penjelasan pekerjaan)
tcrmasﬁk menyusun Berita Acara Aanwijzing, membantu
panitia ;mclaksanakan evaluasi lelang khususnya dalam hal-hal
teknis, : memberi saran dan masukan terhadap persoalan
pcrcncénaan yang timbul selama tahap konstruksi

Pcnycdi:a j.asa perencanaan menyusun dokumen perencanaan
yang diidahului dengan survey untuk mengumpulkan data dan
infonnzisi lapangan termasuk harga bahan sampai di lokasi
tcmpatf. pelaksanaan pekerjaan, membuat gambar-gambar
perencanaan secara lengkap, Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pckcrjaém konstruksi beserta perhitungan volumenya secara
detail, fncmbuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang
hasilnyff:l diserahkan kepada PPK.

chcanra teknis disusun berdasarkan KAK yang ditetapkan oleh
pe milik pekerjaan.

Dokumén rencana teknis meliputi ;

1). Gambar rencana teknis;

2). Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
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10.Penyedia jasa konsultansi pelaksanaan pengawasan peketjaan
konstruksi adalah penyedia jasa konsultan pengawas yang secara
kontraktual bertugas membantu PPK mengawasi pelaksanaan
pekerjaan.'_; di lapangan khususnya untuk pekerjaan fisik
konstruksi yang pengadaannya melalui proses seleksi umum,
seleksi terbatas, seleksi langsung maupun penunjukan langsung.

Apabila tidak terdapat penyedia jasa sebagaimana dimaksud,

maka fungsi tersebut dapat dilakukan oleh unsur Instansi Teknis

terkait dengan swakelola.

a. Penyedia jasa pengawasan adalah perusahaan yang memenuhi
persyarétan untuk melaksanakan tugas konsultansi dalam
bidangt jasa pengawasan konstruksi selama pelaksanaan
pekeljaén konstruksi berlangsung sampai dengan paling
lambat .2 (dua) minggu setelah serah terima kedua pekerjaan
oleh pelaksana konstruksi.

b. Dalam hal proses penunjukan langsung, konsultan pengawas
diutamakan dari dalam daerah sebagai wujud dari pembinaan
jasa ko}lstruksi di daerah, jika di daerah tempat pelaksanaan
kegiatah tidak terdapat perusahaan yang memenuhi
pcrsaraitan dan bersedia melakukan tugas konsultansi
pengawfasan, maka dapat ditunjuk perusahaan yang
memenuhi persaratan dan bersedia dari daerah lain sesuai
ketentu_:an. Apabila tidak terdapat penyedia jasa konsultansi
pengavt;asan seperti tersebut diatas, maka fungsi tersebut
dapat t::lilakukan oleh instansi teknis terkait setempat yang
benanggungjawab terhadap pembinaan teknis sesuai dengan
bidang tugasnya, dengan biaya maksimal sebesar 60 % x biaya
pengawasan.

c. Bertugas memeriksa dan mengawasi pemakaian bahan,
pera]atén, metode pelaksanaan, ketepatan waktu, biaya,
kualita$ dan kuantitas pekerjaan selama pelaksanaan
konstruksi.

d. Melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada PPK secara
berkalai sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, ikut dalam

rapat lapangan, dan membantu memecahkan persoalan yang

terjadi di lapangan.



6.

E-tenden'r{g dilaksanakan dengan menggunakan 31stem

pengadaan secara elektronik yang dlselenggarakan oleh LPSE.

7. Aplikasi ge-tendermg sekurang-kurangnya memenuhi  unsur-
i . .

perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasian
dalam peli‘tukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan
dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen
elektromk tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah
dltentukan |
Slstem e—tendenng yang dlselenggarakan oleh LPSE wa_]lb
memenuhl persyaratan sebagai berikut: |
a. Mengaé:u pada standar yang meliputi interoperabilitas dan’
integl‘&:éi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara
elektromk
b; Mengacu pada standar proses pengadaan secara elektromk '
dan | ' '

H

¢. Tidak t:erikat pada lisensi tertentu { free license).

]
*

F. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG SISTEM KATALOG
ELEKTRONIK (E-KATALOGUE) |

Katalog elektromk atau E-Katalogue adalah sistem informasi yang-

memuat daftar, jenis, sfesifikasi teknis dan harga barang tertentu

dai berbagal_ Penyedia Barang/jasa.

1.

Penggun_%:l Anggaran (PA) menetapkan pengadaan barahg

tertentu ;;:lengan methode penunjukan langsung secara E-Katalog

berdasarkan sistem informasi yang dikeluarkan oleh Lembaga

Kebijakain Pengadaan barang/jasa Pemerintah(LKPP);

Dalém rangka pengelolaan sistem katalog elektronik LKPP

melaksar;akan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa'

untuk Barang/Jasa tertentu;

Tata car_a pelaksanaan Penunjukan Langsung melalui Metode

Penunjulf(an Langsung dilakukan sebagai berikut :

a). Penéadaan barang dengan nilai HPS < Rp. 200.000.000,00
(duei ratus juta rupiah) proses penunjukan dilakukan oleh
pe_]abat pengadaan barang/jasa;
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b). Penéadaan barang dengan nilai HPS > Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) proses penunjukan dllaksanakan :
oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pacitan;

4. Hasil pengadaan barang dilaporkan oleh Pejabat/Kelompok Ker:]a
Pengadaan kepala LKPP melalui sistem SPSE;
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BABV
TATA CARA SWAKELOLA

Ly P L

KETENTUAN UMUM SWAKELOLA
1. Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana

pekeljaarinya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri

oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi

pemermtah lain dan/atau kelompok masyarakat.

2. Pekeljaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi :

a,

Tk 4
-

Pekeljaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya
manu31a serta sesuai dengan tugas pokok SKPD;

Pekeljaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan
partisii::asi langsung masyarakat setempat;

Pekeij:elan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau
pemblayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
Pekeljaan yang secara rinci/detail tidak dapat dlhltung/
dltentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan
oleh P_enyedla Barang/Jasa akan menimbulkan ketldakpastlan.
dan risiko yang besar;

Pcnyellenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakai'ya
atau penyuluhan '

Pekeljaan untuk proyek percontohan ( pilot project}) dan survei
yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/ metode
kerja ] yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jasa; :
Pekeljélan survei, pemroscsan data, perumusan kebijakan
pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan
sistemj tertentu;

Pekelj:j:lan yang bersifat rahasia bagi SKPD yang bersangkutan;
Pekelj:}lan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;

Peneli(ian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau

§
. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri
t

alutsista dan industri almatsus dalam negeri.
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3. Proscdur Swakelola rnchputl kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan penyerahan, pelaporan dan pertanggung]awaban
pekcr_]aan,

4, Pcngadaar} melalui Swakelola dapat dilakukan oleh:

a. SKPD I-'%cnanggung Jawab Anggaran;
b. Instans;i Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
C. Kclornp?ok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

5. PA/KPA ri'nenetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan
fnelaksanaikan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola. 1

PENGADAAN SWAKELOLA

1. Pengadaan Swakelola oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran
adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi
sendiri o;leh SKPD Penanggung Jawab Anggaran; dengan
mempergunakan pegawai sendiri, pegawai SKPD lain dan/atau
dapat meinggunakan tenaga ahli. Jumlah tenaga ahli yang
digunakari tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus} dan
jumlah keseluruhan pegawai SKPD yang terlibat dalam kegiatan
Swakelola fyang bersangkutan.

2. PcngadaaI’i Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
lain Pelak:sana Swakelola adalah pengadaan yang direncanakan
dan diawasi oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran dengam
pelaksana:an pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah
yang bukan Penanggung Jawab Anggaran. '

3. Pengadaarjl melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarak_at
Pélaksana* Swakelola adalah pengadaan yang direncanakan,
d11aksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pclaksana
Swakelola - dengan sasaran ditentukan oleh SKPD Penanggung
Jawab Anggaran dan pekerjaan utamanya dilarang untuk
dialihkan %ccpada pihak lain (sub kontrak).

C. PERENCANAAN SWAKELOLA

1. Kegiatan p'crcncanaan Swakclola.mcliputi :

a. Penetaf:an sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
b. Pcnyus:unan jadwal pelaksanaan dengan mempcrtirnbangkan

waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan;

H i N
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c. Perencalnaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang
tepat agar dlperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan
peralatan yang sesuai,

d. Penyuspnan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan
secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan,
rencanz; kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan

e. Penyus;man rencana total biaya secara rinci dalam rencana

- biaya : bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak
melaml?aui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam

dokumen anggaran.

. Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan

.memperhifungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang
E .

dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri;

. Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK;

. Perencanaén kegiatan ~ Swakelola yang diusulkan dan

dllaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola,

dltetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi;

. Penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan' \'

mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan,

pengawasén, penyerahan dan pelaporan pekerjaan;

. PA/ KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok

Masyarakét Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan

besaran anggaran Swakelola;

. PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honoranum _

pelaksana Swakelola kepada Kepala Daerah;

. Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahim Anggaran.

%

D. PELAKSANAAN SWAKELOLA

1. PengadaanT Barang/Jasa melalui Swakelola oleh SKPD selaku

Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan

sebagal benkut :

a. Pengad?an bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku
cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pcjabat

Pengadéan;

Qe
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b. Pcngadaan scbagalmana dimaksud pada huruf a bcrpcdoman
pada kctcntuan dalam Pcraturan Pcrundang-undangan yang
s bcrlaku

c. Pcmbayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan

secara bcrkala berdasarkan daftar hadlr pekerja atau dengan
cara upah borongan;

d. Pcmbay‘aran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan
' bcrdasa:rkan Kontrak; '
e. . Pcngguljlaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat

setiap hari dalam laporan harian;

L Pclaksailaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan
Uang P;:rscdiaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang
disamai(an_" dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana
| _Swakclc?ala; |

g. UP/ Ualig Muka kerja atau istilah lain yang disamakan,
dipcrtarglggunawabkan secara berkala maksimal secara
'bulanan

h. Kcma]uan fi51k dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap mlnggu
yang dlscsualkan dengan penyerapan dana;

i Kcma]uan non fisik atau perangkat lmak dicatat dan
_dlcvaluam setiap bulan yang disesuaikan dengan pcnycrapan
“dana; d:'m '

J- Pchgaw;lsan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh
pclakszfna yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang
telah dltctapkan | _

. Pcngadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah laln

pclaksana§ Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

“berikut: | o

a. Pclaksailaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada
SKPD chnanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana
Swakclc;la pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.

b. Pcngadr;lan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan
tenaga :iahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat

Pcngadéan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;

(e
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Pcngadaan scbagalmana dimaksud pada huruf b bcrpcdoman
pada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang
bcrlaku ' |

Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan
secara harlan berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan

cara upah borongan;
3

. Pembay'__aran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakuka_ri

Bcrdasafrkan Kontrak;

_ Pengguilaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan

dicatat :sctiap hari dalam laporan harian;

Kcmaju%:ln fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu
yang discsuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi
Pemenntah lain pelaksana Swakelola; '
Kemajuan non fisik atau perangkat hmak dicatat dan
dlcvaluam setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan
dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan
Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh
pihak yang dltllnjllk PPK pada SKPD Penanggung Jawab |
Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. -

.Pcngadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat a

Pclaksana‘, Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

at

Pelaksa;naan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana .
Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada
SKPD E;Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok
Mésyar:akat Pelaksana Swakelola;

Pelaksagnaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan
kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang
mampu melaksanakan pekerjaan;

Pcngadaan Peker]aan Konstruksi hanya dapat berbentuk

, rehablhtam renovasi dan konstrukm sederhana;

Konstruk51 bangunan baru yang tidak sederhana, dlbangun

oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya

diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan

peraturian perundang-undangan;

ko v e e
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e. pengad:lean bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku
cadang% dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh
Kelompbk Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan
mempexj-hatikan prinsip-prinsﬁp' pengadaan dan etika
pengadajlan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- |
: undangi*m yang berlaku;

1, Penyahiran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelc}:ola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan -
sebagal berikut:

1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana
Swakelola, - apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swaljcelola telah siap melaksanakan Swakelola;

2) SO%i (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana _
Swai;elola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga
pulﬁh perseratus); dan

3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana
Swakelola apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam
puluh perseratus).

g Pencapalan kema]uan pekerjaan dan dana Swakelola yang '
dlkeluarkan dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola secara berkala kepada PPK;

h. Pengaw!asan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan

i. Pertanggung]awaban pekerjaan/ keglatan Pengadaan
: dlsampalkan kepada SKPD pemben dana Swakelola sesuai
ketentuan perundang-undangan.

E. PELAPORAN , PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

SWAKELOLA

1. Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran
atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. '

2. Kema]uani pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan
dllaporkan oleh pelaksana lapangan/ Pelaksana Swakelola kepada
PPK secara berkala '

f
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3. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap
bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada

PA/KPA. |

4, 'Inspektora!_t di daerah melakukan audit terhadap pelaksanaan
Swakelola.!

[Py,
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BAB VI
PELAKSANAAN KONTRAK

A. JENIS - JENIS KONTRAK
Surat Peljan:iian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) adalah bentuk

perikatan ar;tara fihak yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan

pekerjaan yaing sebelumnya telah disepakati oleh pemberi pekerjaan

dan pelaksana pekerjaan, dilihat dari jenis,sifat, cara pembayaran

dan tahun anggaran kontrak ada beberapa jenis :

1.

Kontrak Pqngadaan Barang/Jasa meliputi :

a. Kontralic berdasarkan cara pembayaran;

b. Kontral:c berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;

C. Kontral% berdasarkan sumber pendanaan; dan

d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan. _
Kontrék P::ngadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran
terdiri atasf:

a. Kontral:c Lump Sum;

b. Kontral% Harga Satuan;

c. Kontral% gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;

d. Kontralé Persentase; dan

e. Kontrak Terima Jadi { Turnkey).

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan
Tahun Anggaran terdiri atas:

a. Kontralg Tahun Tunggal; dan

b. Kontralé Tahun Jamak.

. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan

terdiri atas::

a, Kontraki Pengadaan Tunggal;

b. Kontralé Pengadaan Bersama; dan

c. Kontralé Payung { Framework Contract).

. Kontrak Ffengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan

terdiri atasl‘:
a. Kontrak"_ Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan
b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

. Kontrak Ltjxmp Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

atas penye.lesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu

B T T T peray
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;

sebagaim;ana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan

sebagai b:erikut: '

a. Jumlaih harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan
penyef_:suaian harga; _

b. Semua; risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia
Barané/Jasa;

c. Pemba;yaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang
dihasiikan sesuai dengan isi Kontrak;

d. Sifat ﬁekerjaan berorientasi kepada keluaran {output based);

e. Total fxarga penawaran bersifat mengikat; dan

f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Kontrak jHarga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/

Jasa atajs penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu

yang tela}1 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Hargaf Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur
peke:;faan dengan spesifikasi teknis tertentu;

b. Volurrfxe atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan
pada %saat Kontrak ditandatangani;

c. Pembéyarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama
atas \;olume pekerjaan yahg benaf—benar telah dilaksanakan
oleh Pﬁenyedia Barang/Jasa; dan

d. Dimu;ngkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan
hasil Enengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

Kontrak éébungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak

yang mer:upakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1

{satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

. Kontrakfi Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa

Konsultafnsi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penye;iia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan
berda'jsarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan

b. Pembéyarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran
yang <:iihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.

Kontrak jTerima Jadi { Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan

Barang/ I:’ekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian

seluruh i::ekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentﬁan

Que

sebagai ﬁeﬁkut:
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

P P R e

a. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai
dilaksanakan; dan |

b. Pemba;'aran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama
yang ?menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan
sesua1 dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

Kontrak Tahun Tunggal ‘merupakan Kontrak yang pelaksanaan

pekeljaannya menglkat dana anggaran selama masa 1 (satu)

Tahun Anggaran

Kontrak Tahun Jamak pada pemermtah daerah disetujui oleh
Kepala ; Daerah  sesuai dengan_ ketentuan peraturan
perundar;gundangan. | :
Kontrak }%engadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh
1 (satu) EPPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu
untuk me;nyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.
Kontrak éengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa
PPK denéan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan
pekexjaari dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan
masing-rﬁasing PPK yang menandatangani Kontrak.

Kontrak If‘ayung { Framework Contract ) merupakan Kontrak Harga

Satuan aintara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang

dapat di;nanfaatkan oleh SKPD, dengan ketentuan sebagai

berikut: ! _

a. Diada}:can untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih
eﬁsieni, ketersediaan Barang/Jasa' tefjamin dan sifatnya
dibutlihkan secara berulang dengan volume atau kuantitas
pekeljaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak
dltandatanganl, dan '

b. Pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang '
dldasarkan pada hasﬂ penllalan/pengukuran bersama
terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan
oleh Penyed1a Barang/Jasa secara nyata

Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama, dlatur

dalam keg,epakatan pendanaan bersama.

Kontrak ::Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak

Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan’
i :

o

perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.
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18. Kontrak ,Pcngadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak

Pcngadadn Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan

mcnggabimgkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan danfatau

pengawasan.

19. Tanda bukt1 pcxjanpan terdiri atas:

a.

Bukti : pcmbehan, digunakan mmtuk Pengadaan Barang/Jasa
yang mlamya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupial';). |

Kuitar;si; digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang
nilaing’za sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta
ruplah)

. Surat* Perintah Kerja (SPK); digunakan untuk Pcngadaan

Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
sampz;i dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
untukf Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp
50.006.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Surat? perjanjian, digunakan untuk Pengadaan
Baran?g/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
dia\tasi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk
Jasa Konsultans: dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (hma
puluh juta rupiah). '

I'
1
3

B. PERUBAHAN KONTRAK
1. Dalam h{_al terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat

pelaksanéan, dengan gambar danfatau spesifikasi teknis yang

ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia

Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi;

a.

Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum
dalam Kontrak;

. Mcnarhbah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;

c. Mcngt'xbah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan

d.

kébutixhan lapangan; atau
Mcngubah jadwal pelaksanaan.

2. Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Tidak% melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang

tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
5
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b. Tersedianya anggaran.

3. Penyedia% Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan
pekerjaari utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan
subkoritr;k kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama
kepada p;:nyedia Barang/Jasa spesialis.

4. Pclanggaxj'an atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3,
Penyedia‘f; Barang/Jasa - dikenakan sanksi berupa denda yang
bentuk élan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
diatur da;lam Dokumen Kontrak.

5. Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat

dilakukafx sepanjang disepakati kedua belah pihak.

C. UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI KERJA
1. Uang Mu:ka dapat diberikan kepada Pényedia Barang/Jasa untuk:
a. Mobili_éasi alat dan tenaga kerja;
b. Pembéyaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/
material; dan/atau
c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.
2. Uang M:uka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa
dengan Ketentuan sebagai berikut:
a. Untul‘gi Usaha Kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus)
dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; atau
b. Untukj usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh
perse;atus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. .
3. Besarnyal: Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai
yang pali;ng kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu:
a, 20% (élua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau
b. 15% (iima belas perseratus) dari nilai Kontrak.
4, Nilai Jan'iinan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara
proporsio:nal sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
5. Pembayaian prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
a. Pembajlyaran bulanan;
b. Pembéyaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan
(termi%x); atau

¢. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

i
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6. Pembayafan prestasi kerja diberikan kepada Penyedia
Barang/iasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang
Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

7. Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang
menggun;kan subKontrak, hams dilengkapi bukti pembayaran
kepada éeluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan
(pmgressi pekerjaannya.

8. Pembayaxlan bulanan/termln untuk Pekerjaan Konstrmksi,
dilakuka:;i senilai pekerjaan yang telah terpasang.

9, PPK dap:at menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan
sebagai I!Ja.ng retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan
Konstrnk;si.

|
D. PEMUTUSAI"I KONTRAK

1. PPK dapaﬁt memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

a. Kebuti:lhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakljlirnya kontrak maka PPK melakukan penelitian terle'bih
dahuhj: sebagai berikut ;

1) Be%dasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak
mafnpu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberikan
kesf;empatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
seje;k masa berakhimya pelaksanaan pekerjaan untuk
mer"'lyelesaikan pekerjaan;

2) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
sarrflpai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berfakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia Barang/Jasa
tidaik dapat menyelesaikan pekerjaan;

b. Penyec}ia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewaji:oannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;

c. Penyecjlia Barahg/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan
dan/a;;cau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang
diputljskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau |

d. Pengac_'luan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN

dan/ afcau pélanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan

{ ) Z
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2.

Pengaéaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang
berwex‘lang.

Dalam };al pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan

Penyedia fBarang /Jasa: '

a. Jamin;ln Pelaksanaan dicairkan;

b. Sisa I.}ang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa
atau -.faminan Uang Muka dicairkan;

c. Penyeaia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau

d. Penye:fiia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

i

' E. SERAH TERIMA PEKERJAAN

1,

Setelah piekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan
ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/ KPA melalui

PPK untuk penyerahan pekerjaan;

. PA/KPA ?menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

untuk mélakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
diselesaikan; |

Apabila t(lerdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana
dlmaksud pada ayat (2}, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
melalui ’PPK mcmerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk
memperbialkl dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan

sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;

. Panitia/ P;ejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan

pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai

dengan kietentuan Kontrak;

Khusus Pekeljaan Konstruksi/Jasa lainnya :

a Penyedla Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan
pemehharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang
dltetapkan dalam Kontrak, sehingga kondlsinya tetap seperti
pada saat penyerahan pekexjaan,

b. Masa pemellharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen
selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi
perma:nen selama 3 (tiga) bulan; dan

c. Masa f)emeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

(o)
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. Setelah fmasa pemeliharaan berakhir, PPK mengembalikan
Jaminani Pemeliharaan/uang retensi kepada  Penyedia
Barang/Jasa;

. Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai
kesepaka:tan para pihak dalam Kontrak;

. Penyediaé Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah
Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final
Hand Over); |

. Penyedia?Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara
Serah Terima Akhir Pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam;
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; : BAB V11
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI
§
A. PENGENDALIAN
1. SKPD di]a;'-ang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam
pelaksana;m Pengadaan Barang/.Jasa;
2. Pimpinan SKPD wajib melaporkan secara berkala realisasi
Pengadaar; Barang/Jasa kepada Bupati dan LKPP melalui Bagién

Administrasi Pembangunan;

B. PENGAWASA;N

1. Kepala SI&PD wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan
Pokja ULP | Pejabat Pengadaan di lingkungan SKPD masing
masing, aan menugaskan aparat pengawasan intern yang
bersangklitan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.

2. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan
indikasi i:)enyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran
persaingafl yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses
pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

3. Pengaduan ditujukan kepada Inspektorat yang bersangkutan
dan/atau LKPP, disertai bukti-buktl kuat yang terkait langsung
dengan materi pengaduan dan sesuai dengan kewenangannya
menindakianjuti pengaduan yang dianggap beralasan.

4. Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh Inspektur
sebagaimaina dimaksud pada angka 3, dilaporkan kepada Bupati,
dan dapaf: dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan
persetujuain Bupati, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN
yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada
LKPP dan_!;BPKP Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti
pengaduafl setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi
adanya kezrugian negara.

C. SANKSI

1. Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat
dikenakan sanksi adalah:

a. Bemsaixa mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain

yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung

e

maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang
bertent_angan dengan ketentuan dan prosedur yang telah

’
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ditetapkan dalam Dokumen Pcngadaan/Kontrak, dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain
untuk § mengatur Harga Penawaran diluar prosedur
pelaksainaan - Pengadaan Barang/Jasa, sehingga
mengurangi/ menghambat/memperkecil dan/ atau
meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang
lain; ‘

c. Membufat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterar{gan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
Pengadéan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen
Pengadélan;

d. Mengurildurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan

| yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat
diterim.;;l oleh ULP/Pejabat Pengadaan;

e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak
secara bertanggung jawab; dan/atau

f. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya

" ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi

- dalam r:iegeri.

. Perbuatan: sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan

sanksi berupa: '

a. Sanksi ?Iadministratif; )
1). Pemberian  sanksi dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat

Pengadaan sesuai dengan ketentuan;

2). Dalaim hal ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN
diarftara para peserta, maka ULP menghentikan proses

_ pengadaan barang/jasa.

b. Sanksi ipencr:xntuman dalam Daftar Hitam;

~ 1).Pemberian sanksi dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat

| Penéadaan sesuai dengan ketentuan,;

2). Jikaj peserta terlibat dalam dalam terjadinya persaingan
tidak sehat, dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar
hital:'n dan dibatalkan penunjukannya sebagai pemenang
pemilihan pengadaan barang / jasa.

c. Gugatajn secara perdata dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,;

d. Pelaporfan secara pidana kepada pihak berwenang dilakukan
sesuai élengan peraturan perundang-undangan;

g
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‘e. Jika calon pemenang dan pcmcnang cadangan 1 dan 2 sctclah _'

dllakukan evaluasi, tidak hadir dalam Kklarifikasi dan /atau
. vcnﬁkam kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat d1tcr1ma, _' R

maka ULP memberikan sanksi kcpada peserta yang tidak had1r :

bcrupa ' _

1). Jamman penawaran di sita dan dicairkan untuk negara; -

2). Dlmasukkan dalam daftar hltam balk badan usaha bcscrta

pcngurusnya,

f Apabﬂa ditunjuk sebagai pclaksana pcnycdla barang / jasa

yang ibcrsangkutan mengundurkan diri dan masa
pcnawarannya ma51h berlaku dengan alasan yang dapat
dltcnma sccara obycktlf oleh ULP, maka Jamman N
o pcnawarannya dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah; N
atau ‘ _ _'
g Apabﬂa ditunjuk sebagai pelaksana penyedia barang / Jasa
yang | bersangkutan mengundurkan diri dan masa
pcnaWarannya masih bcrlaku dengan alasan yang tidak dapat. :
-dltcnma secara obyektif oleh ULP, maka Jamman

: pcnawarannya dicairkan dan dlsctorkan pada Kas Daerah serta

dlmasukkan dalam daftar hltam

. Apablla dltcmukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang _

dlsampalkan Penyedia  Barang/Jasa, dikenakan  sanksi -
pcmbatalan sebagai calon pcmcnang dan dimasukkan dalam
Daftar Hltam,

. Apablla tc1 jadi pelanggaran dan/ atau kecurangan dalam proscs -

Pcngadaan Barang/Jasa, maka ULP:

 a. Dikenakan sanksi adm1mstra51,

b. Dituntut ganti rugi; dan/atau

- ¢. Dilaporkan secara pidana.

Penyedia -Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pckcrjaan_ )

~ dalam Jarglgka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak,

dapat dlkcnakan denda keterlambatan ‘sebesar 1/1000 (satu
pcrscnbu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk sctlap- |
hari kctcrlambatan dan tidak melampaui besarnya Jamman .

: Pclaksanaan,

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kcsalahan
Pcnycdla Barang [Jasa: |
a. J amman Pelaksanaan dlcalrkan

&
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BAB VIII
LAPORAN DAN PENGELOLAAN ASET

e v [ i v e

A, PELAPORAN
Sebagai pcrtanggunawaban terhadap pelaksanaan anggaran yang

dikelola SKPD dan untuk memberikan informasi tentang kinerja

pengelolaan d:':ma belanja daerah, maka instansi pengelola kegiatan

harus mclaporkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan yang

mcn]adl tanggung]awabnya Tata cara pelaporan kegiatan adalah
sebagai bcnkut

I Pengguna ; Anggaran menyampaikan laporan perkembangan

pcnggunaan anggaran dengan mengacu pada DPA-SKPD tahim

berjalan Iccpada Bupati Pacitan melalui Bagian Administrasi
i .

Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan,

Laporan tersebut meliputi :

a.

Laporari hasil pemilihan penyedia barang / jasa sesuai
tahapan pelaksanaannya
Laporan dua mingguan pelaksanaan pekerjaan fisik konstruk31
1) Untuk laporan Minggu ke 1l dilaporkan paling lambat hari |
_ Senin Minggu ke III bulan berjalan.

2} Untjuk laporan Minggu ke IV dilaporkan paling lambat hari
* Senin Minggu ke I bulan berikutnya.. ‘
Laporaril bulanan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan
anggarr:_in SKPD dilaporkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)

bulan l:;crikutnya.
Lapora%l semesteran capaian kinerja dan realisasi pelaksanaan |

anggaran SKPD yang bersumber dari APBD.
i

2. Untuk laporan bulanan dan bscmcs_tcran_ tembusan disampaikan

kepada :

a.

Badan ; g Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pcnanaman
Modal,;

Dinas Pcndapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

c. Inspckﬁorat;

d. ngian‘Administrasi Pembangunan Kabupaten Pacitan.

i

H .

F

: .

{ . : :
4

R i b bt



1]

s .

3 Bagian Adrmmstram Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan

selanjutnya melakukan analisa dan evaluasi terhadap laporan

yang dikirim oleh Dinas/Instansi untuk disampaikan kepada
Bupati Pacitan.

i
L
i

B. PENGELOLAAN ASET

1.Apabila su]atu kegiatan seluruhnya atau sebagian telah selesa,

maka Pengguna Anggaran berkewajiban mengelola setiap hasﬂ
kegiatan berupa barang invcntaris yang merupakan hasﬂ
pengadaan barang yang berasal dari Pos Belanja Modal (t1dak
termasuk barang habis pakai) yang dibiayai dari APBD Kabupaten
Pacitan depgan mengajukan surat permohonan pengelolaan aset
. kepada Bubati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset fdengan Berita Acara Penyerahan dengan tembusan
disampaikain kepada Bagian Administrasi Pembangunan dan
Inspektoraif:. "
2.Setiap akhir tahun anggaran DPPKA membuat laporan rekapitulasi
aset yang (;limiliki Daerah dan disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan idisampaikan kepada Inspektorat, SKPD dan Bagian.

Administrasi Pembangunan,

BUPATI PACITAN

CEe m e WAL R i e emacar s

A,

—

INDARTARTO

A e Asm w e b

e A m . et

B LI T



